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ABSTRAK

Afifah, 2020. Analisis Perkara (Nomor:4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr) Tentang
Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Jember Perspektif
UU No. 16 Tahun 2019 Tetang Perkawinan dan PP No. 45 Tahun 1990
Tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyyah. Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Jember. Pembimbing Dr. Sri Lumatus, M.H.I

Kata Kunci : Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-undang.

Perceraian dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam UU No. 16 tahun 2019
tentang Perkawinan, disamping juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, bagi warga
negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil terdapat peraturan tambahan yang
mengikat ketika akan melangsungkan perkawinan dan perceraian dalam PP No. 45 Tahun
1990 Tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah 1) Bagaimana Keputusan hakim
terhadap perkara Nomor:4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr, 2) Bagaimana Pertimbangan hakim
terhadap perkara Nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Pengadilan Agama Jember? 3) Bagaimana Analisis Yuridis perkara dalam
perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian field
research yang menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data yang
dilakukan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan
menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode analisis data yang proses kerjanya
meliputi penyusunan dan penafsiran suatu konsep dengan cara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Setelah melakukan pemeriksaan
dan pembuktian majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan perceraian
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap
Penggugat. 2) Pertimbangan formill hakim adalah bahwa kedua pihak gagal
dimediasi, kemudian tergugat juga membenarkan seluruh dalil gugatan yakni
tidak pernah memberi nafkah dan adanya orang ketiga. Pertimbangan materiil
hakim adalah bahwa kedua pihak Penggugat dan Tergugat sudah sering terlibat
perselisihan hingga pisah rumah, demi kemaslahatan untuk menhindari
pelanggaran norma agama dan norma hukum, maka perceraian dijadikan sebagai
solusi terbaik antara keduanya. 3) Analisis yuridis putusan hakim secara formill
dan materiil sudah sesuai dengan ketentuan hukum pada UU No. 01 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 01
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun status
Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin bercerai sesuai dengan PP No. 45
Tahun 1990. Analisis Pertimbangan Hakim Secara formiil kedua pihak gagal
dimediasi sesuai PERMA No. 2 Tahun 2003, kemudian pengakuan tergugat atas
dalil gugatan juga sesuai Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata. Secara
materiil pertimbangan hakim sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan
Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f). Adapun pertimbangan kemaslahatan
yang digunakan hakim adalah bahwa kedua pihak sudah tidak bisa lagi disatukan
dalam jalinan suami istri.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan mahkluk Allah SWT yang mempuyai naluri
ataupun keinginan didalam dirinya. Perkawinan merupakan salah satu naluri
serta kewajiban dari seorang manusia. Sesungguhnya ajaran agama Islam telah
memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang
pernikahan, sehingga lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan yang
ditetapkan oleh Allah SWT. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah,
tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun dikalangan masyarakat kita,
hal ini tidak banyak diketahui orang lain. Dengan jalan perkawinan yang sah,
pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan
manusia sebagai makhluk Allah SWT yang terhormat. Pergaulan hidup
berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang
antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah
menghiasi dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara
bersih. Oleh karena itu pada tempatlah apabila Islam mengatur masalah
perkawinan dengan sangat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia
hidup akan menjadi berkah dan terhormat sesuai dengan kedudukannya yang
sangat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain®

Hubungan manusia, laki-laki dan perempuan ditentukan agar

didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Sang Pencipta.

3 Abdul Rahman Ghazali, Figih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 20



Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan,
yang dicerminkan dengan adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan
ijab gabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat
dalam suatu perhelatan (Walimah).* Hak dan kewajiban bagi seorang suami
isteri timbal balik diatur dalam rumah tangga dengan menggunakan
menejemen yang transpransi tertib sesuai dengan tujuan perkawinan, demikian
juga hak dan kewajiban orang tua dan anak-anaknya. Apabila ada problem
diantara hubungan suami istri sudah ditentukan bagaimana cara mengatasinya.
Selain itu, adat sopan santun pergaulan dalam keluarga juga diatur dengan
sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap tepelihara dan terjamin.

Dalam Al-Qur’an juga dinyatakan bahwa berkeluarga juga termasuk
sunnah Rasul-rasul terdahulu sampai Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad
SAW. Di samping itu, Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi
bertambah dan berkesinambungannya amal sekarang, dengan berkeluarga
akan dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak, dan dari
anak yang shaleh diharapkan mendapat amal tambahan di samping amal
jariyah yang lain, karena barokah dari do’a seorang anak yang shaleh untuk
orang tuanya akan selalu sampai walau sudah berada diliang kubur.®

Sedangkan Agama Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-
pasangan maka prosesnya melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya
dirumuskan dalam wujud aturan-aturan Hukum Islam juga ditetapkan untuk

kesejahteraan umat, baik secara individu maupun bermasyarakat, tujuan untuk

4 Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UI-Press, 2000), hal.1
> Abu Asma Anshari, Etika Perkawinan Membentuk Keluarga bahagia, (Jakarta: Pustaka Panji
Mas,1993), hal. 6



hidup di dunia maupun akhirat. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil
dalam masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada
kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat
dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Keluarga terbentuk melalui
perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang
telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam Al-Qur’an dan
Hadits®

Dalam perintah Allah SWT mengenai bagaimana sangat penting dalam
pernikahan sekaligus jaminan bagi orang yang menikah sudah sangat jelas
yang tertera dalam Al-Quran surat an-Nur ayat 32 :

| 5555 () aSila) 5 aSalie e Cpalllally aSis (AGY) 1 ASH

aale Gl 5 A5 alind fha A Agan) 5) i

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara

kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-

hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka

miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan

karunianya.Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), lagi Maha
Mengetahui.”’

Pernikahan sangat bermanfaat untuk membangun keluarga salihah
yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Keluarga yang baik, akan
menghasilkan hubungan yang baik pula, baik itu hubungan antara manusia
atau hubungan dengan Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an
Surat al-Rum ayat 21 sebagai mana berikut :

dﬁj\.@.\ﬂ \MB\}J\M\LJA?SSOX;U 6;1\_1.. w'
uj)Ss.uejsh_ab\}dhuju\u&ij - eS.\:u
® Anshari Umar Sitanggal, Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga, (Surabaya: PT.Bina

llmu, 1987), Cet.Pertama, h.236
" Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016.




Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.8

Firman Allah AWT dalam Q.S. Yasin Ayat 36

ﬁ_um\wwaﬂ\um@s@ﬂ\dgdmuw
BPACVADUR

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri
mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Rasulullah SAW bersabda:

Lj;axn\:s Al s ade mwﬁwwwmw
u\esuamu\wumumu fs”ug

il ol (as Al Giadly | adll Gt 438 2 55
(LSJ\A.J\ o) 5)) cbjdc\.ﬂﬁ 3:4]\_14_\]:3

Artinya : Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta
berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia menikah. Karena
sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata
terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan
memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak
mampu menikah, hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa
nafsunya terhadap perempuan akan berkurang (HR. Bukhari).

Dalam agama Islam, talak adalah perbuatan yang memang dihalalkan,
akan tetapi dibenci oleh Syari’. Hal demikian itu seperti yang dimuat dalam
hadits Abu Dawud berikut:

o 4 &‘ U \(..LU

Artinya : Dari Ibn ‘Umar R.A, Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah
menjatuhkan Talak®

8 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016.
® Abu Dawud Sulaiman bin Asy-‘Asy al-Sajistani, Sunan Abi Dawud, Jilid I1, Beirut: Dar al-Fikr li
al-Taba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘.1994, hal. 220



Dalam Nash al-Qur’an menjelaskan kebolehan melakukan Talak jika
tidak ada solusi lain yang bisa ditempuh. Berdasarkan Firman Allah SWT

dalam al-Qur’an.Surat an-Nisa’ ayat 35

@A\wu&j&\wusa\)muu@udmeshu\j
o iyt e HE A &) Wil 4 h g \alia) Ty 5 o

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal?

Firman Allah SWT dalam Q.S. At-Thalag ayat 1

Bl \}a;\j u@_u:d g,ijsuas ;Lmnﬁ.mam i L@Ju

-

- w/}

(J.L.qsémhjq; U.an\aja;gﬂh muuu
’\)A\JAu;;am\ddé)_uy,m

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta
bertakwalah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. ltulah
hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim
terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah
mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru®!

Kedua ayat di atas menegaskan bahwa sekiranya terjadi percekcokan
antara suami-istri, atau istri melakukan perbuatan keji sekalipun, Syari‘at tidak

serta merta mengizinkan suami menempuh Talak dengan gegabah. Akan tetapi

10 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016. hal.84
11 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016.
hal.558



harus menempuh jalan damai. Hal demikian ini bertujuan agar keutuhan
rumah tangga dapat dipertahankan.

Dengan demikian, perceraian atau talak dalam Islam merupakan
alternatif terakhir bila usaha untuk mendamaikan kedua pasangan suami-istri
tersebut tidak berhasil. Beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadits menyebutkan,
bahwa Talak yang dilakukan hendaknya setelah memenuhi tahapan tertentu.
Isyarat yang ditunjuk nash menghendaki perbuatan itu seharusnya tidak
dilakukan, kecuali keadaan yang terjadi tidak bisa diperbaiki. Dengan
demikian dapat dipahami bahwa dalam penjatuhan talak harus ada sebab yang
jelas.

Dalam status perkawinan, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-
undang No. 16 tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 tahun 1974 tentang
perkawinan yang mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan bagi warga
Negara Repubklik Indonesia (NKRI). Sedangkan operasionalnya dikeluarkan
dalam Peratuan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang -
undang No. 1 tahun 1974. ! Dengan adanya Unangan-undang perkawinan
sangat diharapkan akan terjaga hak-hak dan kewajiban suami istri dalam
rumah tangga bersama anak-anak mereka secara yuridis, pemerintah
menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri
Sipil (PNS) mempunyai kekhususan dari warga Negara Indonesia lainnya,
sehingga diperlukan aturan tersendiri. Maka pada tanggal 21 April 1983

dikeluarkan dalam Peraturan Pemerintah dengan No. 10 tahun 1983 Jo. PP

12 Abdul Qadir Audah, Islam Dan Perundang-Undangan, (Jakarta: Pt.Bulan Bintang, 1984),
him. 25



No.45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil yang mengatur secara khusus tentang izin perkawinan dan
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata lain, peraturan
ini merupakan pangecualian dari No. 16 tahun 2019 yang bersifat umum.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang
hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya
secara anarki, dan tidak ada suatu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan
dan martabat kemuliaan manusia, Allah menjadikan hukum sesuai dengan
martabat manusia sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur
secara terhormat dan berdasarkan saling ridho, dengan ucapan ijab qobul
sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhoi, dan dengan dihadiri para
saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah
saling terkait.

Dalam suatu temuan kasus di dalam permasalahan perceraian Pegawai
Negeri Sipil (PNS) telah ditemukan peneliti yang mana seharusnya peraturan
yang ada didalam Peraturan Pemerintah pada nomor 10 tahun 1983 telah
mengatur acara perkawinan dan perceraian terhadap Pegawai Negeri Sipil
(PNS), sebagaimana yang tertuang pada pasal 3 dengan isinya bahwa “Setiap
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melaksanakan perceraian, maka wajib
mendapatkan izin terdahulu dari atasanya atau pejabat (atasan instansi
tersebut)”. Tetapi dalam putusan nomor 4072/Pdt/G/2019/PA.Jbr peneliti
temukan dimana putusan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahwa

Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk



melakukan perceraian dari atasan Penggugat \/pejabat yang berwenang,
penggugat sanggup membayar biaya perkara, sebagaimana atas dasar alasan
yang di sebuat, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar
berkenan memeriksa perkara ini dengan melanjutkan putusan sebagai berikut;
1). Mengabulkan gugatan Penggugat, 2). Menjatuhkan talaq satu atau disebut
dengan Ba’in dari tergugat terhadap penggugat; 3). Membebankan biaya
perkara ini sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. oleh karena itu
peneliti merasa perlu mengangkat permasalahan ini menjadi obyek penelitian
tentang putusan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada putusan nomor:
4072/Pdt/G/2019/PA .Jbr.

Atas uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan yang berjudul “Analisis Perkara (Nomor:4072/Pdt.G/2019/PA.Jr)
Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Jember
Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tetang Perkawinan dan PP No. 45
Tahun 1990 Tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil”.

. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keputusan hakim terhadap perkara Nomor: 4072/Pdt.G/2019/
Pa.Jr tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama

Jember?



2. Bagaimana  Pertimbangan  hakim  terhadap  perkara  Nomor:
4072/Pdt.G/2019/ Pa.Jr tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Pengadilan Agama Jember?

3. Bagaimana Analisis Yuridis perkara dalam perspektif UU No. 16 Tahun
2019 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penilitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju
dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada
masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.™®
Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk
mendiskripsikan :

1. Keputusan hakim terhadap perkara Nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr tentang
Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Jember.

2. Pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr
tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama
Jember.

3. Analisis Yuridis perkara dalam perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan dan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

D. Manfaat Penelitian

13 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Iimiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45
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Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan
setelah selesai melakukan penelitian. Manfaatnya harus realistis dan dapat
berupa kegunaan teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari Penelitian ini
adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan
tentang Perkara Perceraian dalam prespektif UU No. 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan dan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan
Agama Jember.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber, referensi tentang
Hukum dan memperkaya khazanah keilmuan di lembaga perguruan
tinggi khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

1) Penelitian ini sebagai bagian dari studi untuk melengkapi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum pada
Program Studi Ahwal Syakhsiyah.

2) Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang
luas bagi peneliti tentang bagaimana menulis karya ilmiah yang baik
berdasarkan Pendoman Karya Illmiah (PPKI) IAIN Jember dan
menambah wawasan penulis mengenai Hukum keluarga Islam

selanjutnya dalam bersikap dan berprilaku yang lebih baik.
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b. Kampus IAIN Jember

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam
menambah dan mewarnai nuansa kajian ilmiah di lingkungan
kampus IAIN Jember dalam wacana Hukum Pengadilan Agama.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi
lembaga IAIN Jember dan mahasiswa yang ingin mengembangkan
kajian ahwal syakshiyah atau Hukum Keluarga islam di Pengadilan
Agama.

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pada kualitas
proses pembelajaran di IAIN Jember.

c. Kantor Pengadilan Agama (PA) Jember
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
manfaat baik dalam segi pemikiran, moral, dan akhlak sebagai Solusi
dalam menjalankan tugas kehakiman di Pengadilan Agama.
d. Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat direspon secara luas oleh
masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengetahui dan memahami
bagaimana pentingnya mendalami kajian tentang hukum keluarga
dalam menangani perkara di Pengadilan Agama.
E. Definisi Istilah

Berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik

perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi

kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.
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1. Analisis Perkara
Analisis suatu permasalahan dari sudut pandang hukum yang
beralku dan sudah diatur boleh Peraturan pemerintah lembaga Negera
kesatuan republik Indonesia.
2. Percceraian Pegawai Negeri Sipil
Perceraian adalah putusnya ikatan sebuah perkawinan diantara
sepasang suami istri dengan keputusan pengadilan dan sudah ada cukup
alasan bahwa diantara hubungan suami istri tidak akan hidup rukun lagi
sebagai hubungan sepasang kekasih suami istri. Dalam hal ini perceraian
npegawai negeri sipil yang mengacu pada Undang-undang No.1 Tahun
1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 45. Tahun 1990.
3. Pengadilan Agama Jember
Merupakan pengadilan atau badan peradilan pada tingkat pertama
dalam lingkungan Peradilan Agama dengan kegiatan melaksanakan
kekuasaan kehakiman yang menangani urusan perkara perdata tertentu
bagi rakyat yang pencari suatu keadilan yang beragama Islam untuk
menegakkan hukum yang seadil-adilnya.
F. Sistematika Pembahasan
Sistematika Penulisan pada pembahasan ini berisi tentang deskripsi
alur pembahasan Proposal Peneltian yang dimulai dari BAB Pendahuluan
sampai Bab Penutup. Format dalam penulisan sistematika pembahasan adalah
bentuk deskripsi naratif, bukan seperti daftar isi. Adapun sistematika

pembahasan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB |

BAB I1

BAB I11

BAB IV

BAB V

Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang latar belakang
masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika
pembahasan.

Kajian kepustakaan, berisi tentang kajian kepustakaan yat
meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

Metode penelitian, berisis tentang metode penelitian
dipaparkan dengan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi
penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data,
analisis data serta tahap tahap penelitian.

Menganalisis data, peneliti akan membahas tentang “Analisis
Perkara (Nomor: 4072/Pdt.G/2019/PA.Jr) Tentang Perceraian
Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Jember
Prespektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan
PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang lzin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yangberisikan
kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan

saran.
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BAB I1
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini

telah banyak dilakukan. Setelah kami menelaah penelitian terdahulu yang

sama dengan penelitian kami yang temukan, kami uraikan hasil penelitian

diantaranya sebagai berikut:

1.

Amar Ma’ruf, dari Pascasarjana Universitas Negeri Islam (UIN) Sunan
kalijaga pada tahun 2013 dengan Judul Penelitian “Implementasi
Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No,10
Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990”. ** Dengan
hasil Penelitian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat yang dikontrol
secara ketat, justru mencoba mencari celah untuk bisa terhindar dari
jeratan kebijakan yang mengikatnya. Hal ini bisa dilihat dengan adanya
tindakan PNS yang melakukan pernikahan secara diam- diam tanpa izin
atasan, melakukan pernikahan poligami, bahkan perselingkuhan. Adapun
beberapa kasus poligami yang terjadi, dilakukan setelah PNS dinyatakan
pensiun atau mengajukan permohonan pensiun dini. Beberapa
pelanggaran yang terjadi didukung dengan penanganan yang tidak tegas
karena adanya langkah kompromi yang dilakukan oleh atasan. Selain itu,
proses hukum yang tumpang tindih dalam pelaksanaan PP 10 berimplikasi

kepada ketidakjelasan esensi peraturan tersebut. Seperti halnya dalam

14 Amar Ma’ruf, Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP
No,10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990” (Tesis UIN Sunan Kalijaga,

2013)
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pengaturan surat izin bercerai, atasan dituntut agar mempersulit PNS
maupun pejabat mendapatkan surat izin untuk bercerai, akan tetapi, dalam
proses di Pengadilan, surat izin dari atasan ternyata tidak terlalu
berpengaruh. Oleh karena itu, agar tujuan dapat tercapai perlu ada law
enforcement atau revisi atas beberapa peraturan dalam PP 10, agar
perangkat hukum yang sudah ada dapat diimplementasikan dengan baik.

2. Arif Miftakhur Rozag, dari Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang penelitian pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Studi
Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 258/pdt.
G/2015/pa.bla. Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri
Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa Iddah”. > Dengan hasil penelitian
menyimpulkan bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora
Nomor : 258/ Pdt. G/2015/PA.Bla. yang membatasi pembagian sepertiga
gaji Pegawai Negeri Sipil laki-laki kepada bekas istrinya hanya sampai
masa iddah, adalah sesuai dengan Hukum Islam. Majelis hakim
mempunyai rujukan tersendiri tentang nafkah terhadap istri dan anak
pasca perceraian yaitu Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149. Dan
majelis hakim beranggapan bahwa, pasal 8 Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 sudah
tidak relevan lagi karena sudah tidak sesuai dengan Hukum Islam.

3. Muhammad lIzzi Naufal Al-Thofina, dari Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel (UINSA) Surabaya penelitian pada tahun 2018 dengan judul

15 Arif Miftakhur Rozaq, Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor
258/pdt. G/2015/pa.bla. Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas
Istri Sampai Masa lddah” (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016)
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penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil
Tanpa lzin Atasan Studi Putusan Nomor: 3957/Pdt.G/2016/Pa.Sda”*®
Dengan hasil penelitian meyimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan
Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 3957/Pdt.G/2016/Pa.Sda.
mengenai perceraian Pegawai Negeri sipil Tanpa Izin Atasan
berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yaitu tidak adanya lagi kecocokan di antara
kedua belah pihak yang merupakan tujuan dari perkawinan. Selain itu,
meskipun tanpa adnya surat izin dari atasan,atas peringatan dari
hakim pemohon telah menyatakan siap menanggung segala resiko yang
telah di buat sesuai surat keterangan bertanggal 17 Mei 2017; (2)
Pertimbangan  Hakim dalam  memutuskan  perkara ~ Nomor:
3957/Pdt.G/2016/Pa.Sda. tersebut telah sesuai dengan hukum formil
dan materiil yang menjadi dasar beracara di Pengadilan Agama karena
telah berdasar pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pengantian surat izin dari
atasan menjadi surat keterangan oleh pemohon atas peringatan dari

hakim juga telah sesuai dengan butir ke-5 SEMA Nomor: 5 Tahun 1984

16 Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina, Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil
Tanpa lIzin Atasan Studi Putusan Nomor: 3957/Pdt.G/2016/Pa.Sda” (Skripsi UINSA Surabaya,
2018)
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Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10

Tahun 1983.
Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian Terdahulu

No Eama}/‘.]UdUI Hasil Penelitian | Persamaan Perbedaan

enelitian

1 Amar Ma’ruf, Menjaga harkat Implementasi Penelitian yang
UIN Sunan dan martabat para | Peraturan di Gunakan
Kalijaga, 2013, | pegawai negeri Perkawinan adalah Jenis
Implementasi sipil agar menjadi | Perceraian Pendekataan
Peraturan teladan bagi Pegawai Negeri | yang digunakan
Perkawinan dan | masyarakat Sipil di ini bersifat
Perceraian PNS | merupakan salah | Pengadilan deskriptif
dan Pejabat satu tujuan dari Agama analitik dengan
(Studi PP No,10 | PP no.10 tahun metode (Field
Tahun 1983 jo. | 1983 jo. PP (Library
Peraturan nomor 45 Tahun Resesarch)
Pemerintah No. | 1990. Oleh sedangkan lokasi
45 Tahun 1990 | karenanya itu, yang di pakai

aparat pemerintah Penelitian tidak
yang di kontrol sama

secara ketat oleh

negara dengan

kebijakan PP.10

menjadikan PNS

mencari celah

untuk bisa

terhindar dari

jeratan kebijakan.

2 Arif Miftakhur | Dalam temuan Studi Analisis Metode yang di
Rozaq, UIN hasil penelitian terhadap Putusan | Gunakan adalah
Walisongo bahwa Majelis Pengadilan Jenis
Semarang, 2016, | Hakim Perceraian Pendekataan
Studi Analisis Pengadilan Pegawai Negeri | Penelitian Riset
terhadap dengan perkara Sipil di Kepustakaan
Putusan hakim membatasi | Pengadilan (Library
Pengadilan pembagian dari Agama Resesarch)
Agama Blora gaji Pegawai sedangkan lokasi
Nomor 258/pdt. | Negeri Sipil laki- yang di pakai

G/2015/pa.bla.
Tentang Batasan
Pemberian 1/3
Gaji Pegawai

laki kepada bekas
istrinya hanya
sampai masa
Iddah, dan ini

Penelitian tidak
sama
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Atasan Studi

3957/Pdt.G/201
6/Pa.Sda

Putusan Nomor:

Negeri Sipil sesuai dengan

Kepada Bekas hukum Islam

Istri Sampai

Masa lddah

Muhammad lzzi | Hasil penelitian, | Analisis Yuridis | Metode yang di
Naufal Al- maka bagi setiap | Terhadap Gunakan adalah
Thofina, Pegawai Negeri Perceraian Jenis

UINSAS Sipil, seharusnya | Pegawai Negeri | Pendekataan
Surabaya, 2018, | tetap memenuhi Sipil teknik deskriptif
Analisis Yuridis | aturan yang telah deduktif
Terhadap ada dalam PP sedangkan lokasi
Perceraian No.10 tahun 1983 yang di pakai
Pegawai Negeri | tentang perceraian Penelitian tidak
Sipil Tanpa lzin | PNS. sama

Berdasarkan kajian terdahulu di atas,peneliti mengkaji dan meneliti

judul yang hampir sama tetapi berbeda tempat lokasi penelitian, fokus

penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis sebagai peneneliti baru

karena peneliti hanya mengambil konsep penelitian secara tidak langsung.

Dalam hal ini, kesamaan yang dijadikan acuan peneliti berdasarkan penelitian

terdahulu pada kajian Perkara putusan tentang Perceraian Pegawai Negeri

Sipil. Penelitian tentang Analisis Perkara (Nomor: 4072/Pdt.G/20019/Pa.Jr)

tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Jember

Prespektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 45

Tahun 1990 Tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

Sipil.
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B. Tinjauan Umum Perceraian

1.

Definisi Perceraian

Perceraian adalah merupakan suatu bagian dari pernikahan,
dimana telah pernah di sebutkan bahwa perceraian ada karena adanya
peranikahan, tidak ada pernikahan tentu tidak ada perceraian, oleh
karena itu pernikahan adalah awal dari kebahagiaan hidup bagi para
suami istri  dan perceraian ini merupakan bagian akhir kehidupan
sebagai pasangan antara suami dan istri.t’

Apabila hubungan suami istri pernikahan tidak bisa dipertahankan
karena adanya sebab-sebab yang menjadi alasan, maka mencari solusi
atau jalan keluar, dan membiarkan kepada kedua belah pihak tidak boleh
memutuskan pernikahan mereka padahal sudah nyata pernikahan mereka
tidak dapat dipersatukan lagi apabila menemuakan jalan keluar yang
terbaik yang dimaksut adalah perceraian.*®

Berdasarkan yang ditegaskan pada undang-undang pernikahan
tentang status putusnya pernikahan dikarenakan adanya sebab-sebab
yang terjadi seperti kematian, perceraian dan atas keputusan
pengadilan, maka dalam menjalin hubungan yang harmonis dalam
rumah tangga antara laki-laki dan perempuan sangat untuk menjalin
keutuhan dalam berumah tangga agar yang diharapkan dalam
hubungan antara suami istri semakin langgeng dari dunia maupun

diakhirat.

17 Djamil Latif., Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Ghalia: Indonesia, 1985 ), him. 27.
18Spetojo Prawirohamidjojo, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Belanda
(Surabaya: Airlangga University Press 1996),hIm.30.
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Sebagaimana putusnya ikatan Pernikahan antara suami istri
karena kehendak suami istri di sebabkan sebab-sebab yang tertuang
dalam Undang- undangan yang disebut dalam perceraian. Oleh karena
pelanggar hak dan kewajiban antaraa suami istri atau karena masalah-
masalah lain yang menjadi putusnya pernikahan, memang perceraian
merupakan hal yang tidak terpuji tapi kalau dalam keadaan mereka
sudah tidak mempunyai solusi menyelesaikan permasalahan jalan keluar
yang bisa menyatukan kemabali dalam hubungan pernikahan, maka
kembali atau dalam pernikahan mereka terjandi jalan buntu dalam
penyelesaian masalah jalan terakhir yaitu melakukan perceraian seperti
yang tertuang pada UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No.
01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana yang di maksut pernikahan
dalam ikatan lahir dan batin antara suami istri sebaik mengupayakan
untuk membentuk dan menghubungkan keluarga antara suami istri
sebagai dalam agama di harapkan dari hubungan perkawinan mampu
membawa keluarga menjadi keluarga yang sakinah,mawaddah,dan
rahmat.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Undang-
Undang Perkawinan yang diakui di antaranya adalah UU No. 16 Tahun
2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
KHI (Kompilasi Hukum Islam) bagi warga negara Indonesia Yyang
beragama islam, namun juga ada peraturan khusus yang di keluarkan

pemerintah yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian yaitu
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Peraturan Pemerintahn Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan
peerceraian pada Pegawai Negeri Sipil dimana dalam  peraturan
tersebut mengatur para pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai
instansi pemerintah agar mematuhi apa yang telah terkandung dalam
peraturan yang telah tertulis tersebut dimana inti dari di adanya
Peraturan  Perundang-undangan tersebut tertuang dalam bunyi
pembukaan PP yang ada.

Ketentuan dalam Undang-Undang tentang yang mengatur tentang
dibubarkannya perkawinan juga dapat ditemukan di burgerlijk wetboek
indonesia (BWI). Perkawinan yang dimaksut dalam BW!I adalah
pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh negara yaitu oleh
pejabat catatan sipil atau petugas lain yang berwenang di bidangnya.'®
Seperti point yang tertuang dalam pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019
sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana
perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b.perceraian c.atas
keputusan pengadilan.

Sehingga apabila suami istri ingin mengakhiri hubungan dengan
melalui perceraian harusnya melalui prosedur juga seperti yang telah di
atur dalam Jbr, untuk dapat memulai suatu prosedur Perceraian atau
pisah meja dan tempat tidur sebagaimana berdasarkan pada suatu
dikarenakan adanya kekuatan alasan tertentu, maka di peroleh terlebih

dahulu izin dari kepada ketua pengadilan negeri. Dengan  demikian

19Spetojo Prawirohamidjojo,Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Belanda
(Surabaya: Airlangga University Press 1996) ,him 44.
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bisa  disimpulkan bahwa melalui pendekatan masalah perceraian Jbr
sangat memegang teguh tegaknya prinsip kekal abadinya perkawinan.

Dalam proses perceraian para hakim sejauh mungkin harus
mengusahakan mendamaikan pasangan suami istri, dengan memperkecil
kemungkinan bubarnya perkawinan diharapkan agar masalah bisa
terselesaiakn dengan tetap agar bisa menjalin hubungan menjadi
ikatan kekeluarga yang bisa mempertahankan suatu  hubungan
perkawinan, sejalan dengan orasi kenegaraan pada tanggal 16 agustus
1973 dimana presiden mengemukakan:

Untuk menjaga dan membina keluarga yang berbahagia sangat
diperlukan, makar dari itu butuh usaha yang bersungguh-sungguh untuk
meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon-calon
suami istri dalam kedudukan yang semestinya menjadikan hubungan
yang suci, seperti yang di ajarkan oleh agama yang kita anut masing-
masing dalam negara yang berdasarkan pancasila ini.?°

Perkawinan menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya
mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai
seorang suami.Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria
dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang

dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan

20 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1 (YogJakarta: Gitamedia Press).
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perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan.?!

Pada hakekatnya dari tujuan perkawinan adalah membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin
dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat
terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan
tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan
hak dan kedudukan suami, seperti saling mengasihi, berbuat baik dan
saling menjaga kehormatan diri baik dalam kehidupan rumah tangga
maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala
sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh
suami istri.?

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan harapan untuk
mewujudkan keluarga yang bahagia,kekal dan abadi sampai akhir
hayat. Akan tetapi kenyataannya perkawinan tersebut terkadang tidak
selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak
perkawinan berakhir di tengah jalan Berakhirnya perkawinan biasanya
disebut juga dengan putusnya perkawinan.

Dalam pendidikan Agama Islam memperbolehkan psara suami
istri bercerai, tetapi hanya dalam keadaan yang sangat memaksa dan

dengan ketentuan telah di jalankan segala ikhtiar dan usaha, supaya

21 Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1.
22 Aidh Bin Abdullah Al-Qarni, Membina Rumah Tangga Bahagia (Bandung: Sinar Baru
Algesindo, 2007), him.356.
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tidak menempuh jalan tersebut.Artinya, perceraian hendaknya di
lakukan sebagai tindakan terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya
yang telah di lakukan untuk memperbaiki kehidupan pernikahan dan
ternyata tidak ada jalan lain lagi, selain hanya dengan pemutusan ikatan
pernikahan antara suami istri tersebut.?® Pemutusan ikatan pernikahan
dapat dilakukan,antara lain dengan pengangkatan kasus di depan
sidang pengadilan untuk bisa bercerai.

Berdasarkan pandangan Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan UU
No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberpa hal, yaitu:
kematian, perceraian dan keputusnya pengadilan.?

Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan, akan tetapi dibenci
oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian
biasa disebabkan adanya talag atau berdasarkan gugatan dalam
perceraian.

2. Macam-Macamnya Perceraian
Macam-macamya dalam perceraian diantaranya sebagai berikut;
a. Cerai Talag
Pengertian talaq itu sendiri berarti membuka ikatan atau
membatalkan perjanjian. Secara umum talaq diartikan sebagai peceraian
baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun

perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian dikarenakan

23 Soetojo Prawirohamidjojo, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia Belanda
(Surabaya:Airlangga University Press 1996), him.31.
24 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta:Akademi Pressindo 2010), 64.
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meninggalnya suami atau istri. Sedangkan secara khusus, talaq diartikan
sebagai perceraian yang dijatuhkan oleh para suami. Sebagaimana yang

tersirat dala al-Qur’an surat al-Bagaarah ayat 230;
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Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang

kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia
kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang
lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya
(bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada
kaum yang (mau) mengetahui.?

Berdasarkan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (HKI)

di Indonesia tentang Perceraian secara talaq adalah ikrar suami di

hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab

putusnya perkawinan.?® Talak atau gugat cerai yang dilakukan oleh
pihak suami terdiri dari 4 (empat) macam diantaranya sebagai berikut:

1) Talag Raji’ merupakan perceraian dimana suami mengucapkan
(melafadzkan) talag satu atau talak dua kepada istrinya. Suami beleh
rujuk kembali ke istrinya ketika masih dalam masa iddah. Jika waktu
masa iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk
melainkan dengan akad nikahbaru.

2) Talag Bain, yaitu perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga

atau melafadzkan talak yang ketiga kepada istrinya. Istrinya tidak

% Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016.hIm-36
26 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta:Akademi Pressindo 2010), 64.
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boleh dirujuk kembali. Suami hanya boleh merujuk setelah istrinya
menikah dengan lelaki lain,?’ suami barunya menyetubuhinya,
setelah diceraikan suami barunya dan telah habis masa iddah dengan
suami barunya

3) Talag sunni, yaitu perceraian dimana suami megucapkan talak
kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika
dalam keadaan suci

4) Talaq bid'i, suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika dalam
keadaan haid atau ketika suci tapi sudah disetubuhi (berhubungan
suami istri)

5) Talaqg taklik, ialah suami menceraikan istrinya secara bersyarat
dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu
dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.

b. Cerai Gugat
Cerai gugat yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada
suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan cara
mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama, dan
perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan
secara resmi.
Sedangakn dalam pandangan K Wantjik Saleh menjelaskan
perceraian karena adanya gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak

kepada pengadilan dengan suatu putusan pengadilan. Sedangkan

27 http://eduside.blogspot.co.id/2013/10/jenis-perceraian-atau-talak _dalam-sudut.htm. diakses 7
Desember 2020.
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cerali gugat ada dua istilah digunakan oleh istri sebagaiman

mendalami kasus gugat dsebagai berkut;

1) Fasakh adalah proses pengajuan perceraian yang dilakukan oleh

pihak istri tanpa adanya konpensasi yang diberikan istri terhadap

suami, dalam kondisi apabila:

a)

b)

d)

Suami tidak memberi nafaqoh secara lahir bathin kepada
istrinya selama enam bulan berturut-turut

Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut
tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang
batas waktunya)

Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan
dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum
terjadinya hubungan suami istri)

Dikarenakan perlakuan buruk para suami seperti penghinaan,
penganiayaan, dan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya
membahayakan keamanan dan keselamatan seorang istri.

Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-

bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (tafrig)hubungan

perkawinan antara keduanya.

2) Khulu’ adalah suatu kesepakatan dalam perceraian para suami istri

atas permintaan seorang istri dengan imbalan sejumlah materil/uang

(harta) yang diberikan kepada suami. Sebagaimana firman Allah

SWT, dalam al-Qur’an Surat An-nisa’ ayat 128:
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Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak
acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan.?

Perceraian yang dilakukan secara khulu’ berakibat bekas suami
tidak boleh rujuk lagi dan tidak boleh menambah talak sewaktu ‘iddah
sehingga suami hanya di perbolehkan kawin lagi atau kembali dengan
akad baru.” Para pakar ahli figih memberikan penjelasn pengertian
khulu’ adalah perceraian yang dilakukan oleh pihak perempuan dengan
tebusan yang di berikan oleh pihak istri kepada suami.

3. Dasar Hukum Perceraian

a. Menurut Undang-undang

Urgensi legitimasi Undang-Undang tentang perceraian dianggap
sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk
menujukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga.

Berangkat dari hal tersebut, kelahiran Undang-Undang 1974

tentang perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum

perceraian di indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi

2 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV. Almahira, 2016.hIm-99
29 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam (Jakarta: PT. Karya Unipress 1974),him.188.
%0 Sayyid Sabig, Figih Sunah (Jakarta: Pena Publising, 2011),him. 38.
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hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian
di ranah pengadilan.

UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun
1974 Tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian
di indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41, dalam Pasal 38
menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.3! Pasal 39
menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya
dapat dilaksanakan di depan Pengadilan.®? Pasal 40 menjelaskan
tentang penegasan tata cara gugatan perceraian.®® Sedangkan Pasal 41
menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.>*

UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun
1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum dalam masalah
perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan
Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang

31 Pasal 38: Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan
Pengadilan.
%2 pasal 39
1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan
dapat rukun sebagai suami isteri,
3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan
tersebut.
33 pasal 40
1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri.
3 pasal 41: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, a) Baik ibu atau bapak tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan
anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak terhadap anak-anak, Pengadilan
memberi keputusan., b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi
kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
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termuat pada UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun masalah perceraian dalam
kitab Undang-Undang Hukum Perdata termuat pada Pasal 199.%
b. Menurut hukum Islam

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan
selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai.
Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk
sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa
nafsu saja.®

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk
dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi
rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata
cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut
dengan talak atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan

pada al-Qur*an dan al-Hadits, berikut:
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Artinya:
Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada

masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah maha
luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana. (An-Nisa, ayat 130).%’

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus

ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan

% pasal 199 KUHPerdata: 1) Karena kematian, 2) Karena keadaan tidak hadir si suami atau si
istri, selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya, 3) Karena putusan
hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan
dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (Burgerlijk Stan), 4) Karena perceraian.

% Kamal Mukhtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Bulan Bintang,
1993), him. 157.

37 Depag RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), him.144.
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mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri.
Walaupun hubungan suami-istri sudah di akhiri dengan perceraian,
namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak
menghendakinya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan ba “in
kubro, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 229,

dibawah:
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Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah
kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir
bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran
yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-
hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang
zalim %

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih

dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila
suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya
(suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali mantan isteri telah

menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.®

38 Depag RI, Al-Qur“an dan Terjemahannya,hlm. 55.
39 M. Ali al-Sabuni, Rawa "I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), him. 321.
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Dalil tentang perceraian yang termuat dalam Al-Quran untuk
selanjutnya diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW, yang kemudian
dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadist, salah
satu hadist yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

W o SV e aE ) e YA g sk Ge Jual
(Ol 4l 1 SR Ceaddl QB Al 4dle
Artinya:

Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin
Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin
Khalid dari Mu“arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu
Umar dari Nabi SAW yang bersabda:”Perkara halal yang paling
dibenci Allah adalah perceraian.”*

Asbab al-Wurud menurut riwayat yang paling valid, hadis ini
berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Umar yang menikahi seorang
perempuan yang ia cintai. Namun, sang ayah, Umar bin Khattab tidak
menyukai anaknya itu menikahi sang perempuan. Abdullah pun
mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nabi SAW lantas
mendoakan Abdullah, kemudian bersabda, “Ya, Abdullah, ceraikan
istrimu itu!” Akhirnya, Abdullah pun menceraikan sang istri.

4. Alasan-alasan Perceraian
Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia perceraian hanya

diakui apabila diucapkan di muka pengadilan.** Dalam PP no. 09 Tahun

1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

4 Imam Abu Daud, ,,Aun al-Ma“bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, Pentashih Muhamad
Nashiruddin Al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), him. 226.

4 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 39 ayat (1) UU
No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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alasan-alasan yang dapat dibenarkan sebagai dasar perceraian diatur
dalam pasal 19 sebagai beikut:*?

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,
penjudi,dan lain sebagainya yang sukar dissmbuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan secara rinci
alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebuah gugatan perceraian di
Pengadilan, diatur dalam pasal 116 sebagai berikut:*®

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak yang lain;

42 PP No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bekasi: CV. Akademika Pressindo,
2015), hal. 141
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e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
atau istri;

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

g. suami melanggar taklik-talak;

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

C. Perceraian PNS Dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang lzin Perkawinan
Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
1. Regulasi Perceraian PNS Dalam PP. No. 45 Tahun 1990

Regulasi mengenai perceraian dalam hukum yang berlaku di
Indonesia sebenarnya telah diatur sedemikian rupa dalam UU No. 16
Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan dijelaskan secara lebih rinci dalam PP No. 19 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974 tersebut.

Khusus bagi warga negara yang menyandang sebagai PNS terdapat
aturan tambahan yang mengikat secara administatif apabila akan
melakukan perceraian, yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah pada
Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian, wajib
memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu oleh
pejabat pemerinta.

b. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan
perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh

ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
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c. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan
perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan
secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran
hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam
waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan
perceraian yang dibuat menurut contoh sebgaimana tersebut dalam
Lampiran |.

d. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu
lingkungan instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda,
masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh ijin
tertulis atau surat keterangan lebih dahulu ari Pejabat.

e. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada
alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai
berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina.

2) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang
sukar disembuhkan ;

3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-
turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa
memberikan nakfah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar
kemampuannya.

4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau



36

hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan
berlangsung.

5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik
lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;

6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

f. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus
dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka 111
angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

g. Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari
suami/isteri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian
surat permintaan ijin perceraian.

h. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya
gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti
dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, Yyaitu wajib
merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat
memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang
bersangkutan ;

i. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar

dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
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dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan

masingmasing.

J. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan

perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan
surat pemberitahuan adanya gugatan, menurut contoh sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I1.

. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga
menetapkan keputusan yang sifanya tidak mengabulkan atau tidak
menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak
memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian
Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin perceraian
yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.

. Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas tersnyata semata-mata
merupakan kelalaian dari Pejabat, maka pejabat yang bersangkutan
dikenakan hukuman disiplin.

. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian
itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib
menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan
anakanaknya.

. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya

untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat
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pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I1I.

. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam
angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti
telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau
istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar
disembuhkan dan atauistri terbukti telah meninggalkan suami selama
dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya.

. Merkipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan,
haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila
ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau
karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin
terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pemadat,
dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami terbukti telah
meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh
suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya

perceraian.
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r. Bendaharawan gaji wajib menyerakan secara langsung bagian gaji yang
menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian,
tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri
Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.

s. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara
langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat
meminta untuk dikirimkan kepadanya.**

t. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan
setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak
berhasil, maka proses pemberian ijin agar diselesaikan secepatnya
mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah
ditentukan.

2. Syarat Perceraian para Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Perceraian tidak dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri
kapan dan dimana saja, karena masalah perceraian telah mempunyai
ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019
sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39
ayat (1 dan 2) jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. yaitu :

a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama
yang berwenang setelahpengadilan yang bersangkutan berusaha dan

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

4 Muhammad Amin suma, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan
Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 699.
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b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

c. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatas diatur dalam
perundang- undangan.

Adapun alasan untuk mengajukan perceraian telah dijelaskan dalam
penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU
No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah
No0.9 Tahun 1975 sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat. penjudi dan lain
yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima ) tahun hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga.
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Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Alasan perceraian bagi pegawai negeri sipil di samping diatur di dalam
UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974
Tentang Perkawinan juga diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP
Nomor 45 Tahun 1990.

. Tata cara Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Tata cara perceraian atau prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil di Pengadilan Agama diatur Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang lzin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Adapun prosedurnya dalam Pasal 3 disebutkan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahuludari Pejabat;

b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau
bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk
memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan
perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan
alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Dalam pasal 5 ditegaskan bahwa izin tersebut harus diajukan kepada
Pejabat melalui saluran tertulis. Adapun pejabat yang dimaksud adalah
pimpinan instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Pasal 5

ayat (2) menyatakan bahwa Setiap atasan yang menerima permintaan izin



42

dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan
perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan
pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki
dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai
tanggal ia menerima  permintaan  izin  dimaksud. Izin untuk
bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan
alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin untuk
bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak
diberikan oleh Pejabat. Selain itu, izin cerai juga tidak diberikan apabila
alasan perceraian tersebut terdapat hal-ahal sebagai berikut:

a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan

b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan/atau alasan ~ yang  dikemukakan  bertentangan dengan
akal sehat. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang akibat

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut:

1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria
maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan
bekas isteri dan anak-anaknya.

2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan,
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sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atauanak-
anaknya.

3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji
yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas
isterinya ialah setengah dari gajinya.

4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan
perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan
kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap
suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang
sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama
dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya.

5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak
atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku,
apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah,
dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik
lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk,
pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah
meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri
dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.

7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin
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lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi
hapus terhitung mulai ia kawin lagi.*®

8) Ketentuan Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 selain berlaku bagi pegawai negeri
sipil, berlaku pula bagi pegawai yang dipersamakan dengan PNS yakni :

a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
b) Pegawai Bank milik Negara

c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
d) Pegawai Bank milik Daerah;

e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;

9) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang berada di lingkungan Desa.

D. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama
Dalam regulasi dan proses perceraian di Pengadilan Agama terdapat

prosedur dan tata cara yang harus diikuti, antara lain :
1. Tahap Pembuatan Gugatan
Pada prinsipnya, prosedur penerimaan perkara di Pengadilan
Agama ditentukan dengan model unit, yang disebut meja satu, meja
dua, meja tiga yang masing-masing unit mempunyai tugas dan
tanggung jawab sendiri-sendiri tetapi berkaitan satu dengan yang lain.
Pelaksanaan tugas unit-unit ini dilakukan oleh Sub Kepaniteraan

Perkara di bawah pengamatan langsung Wakil Panitera. Dalam

4 Harahap Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (UU No. 7 Tahun 1989),
(Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), h. 723
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penerimaan berkas pada Pengadilan Agama dikenal dengan Meja 1,
Meja 2, dan meja 3, tiap meja mempunyai tupoksi masing-masing,
antara lain :

a. Meja Satu

1) Menerima gugatan dan permohonan, termasuk permohonan
banding, kasasi, PK, maupun eksekusi, dengan catatan bahwa
permohonan verzet tegen verstek tidak didaftar sebagai perkara
baru, tetapi denden verzet didaftar sebagai perkara baru.
Menaksir biaya yang dituangkan dalam SKUM

2) Menyerahkan surat gugat/permohonan, permohonan banding,
kasasi, PK, maupun eksekusi, yang telah dilengkapi dengan SKUM
kepada yang bersangkutan agar membayar biaya panjar perkara
kepada pemegang kas.

3) Pemegang kas (Kasir) adalah bagian dari meja pertamayang
bertugas antara lain:

4) Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara yang
tercantum pada SKUM ke dalam jurnal keuangan yang
bersangkutan (nomor jurnal dengan nomor perkara)

5) Mengeluarkan dan  membukukan/mencatat uang  biaya
administrasi dan biaya proses perkara

6) Seminggu sekali pemegang kas harus menyerahkan uang hak-
hak kepaniteraan kepada bendahara penerima untuk disetorkan ke

Kas Negara, yang dicatat pada kolom 13 KI-PAS8, Pencatatan
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masuk keluarnya uang perkara dalam buku induk keuangan
dilakukan oleh panitera atau staf yang ditunjuk.
b. Meja Dua

Pada pokoknya Meja Dua ini bertugas untuk:

1) Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk
perkara perdata sesuai dengan nomor perkara yang tercantum
pada SKUM/surat gugatan/permohonan. Pendaftaran perkara baru
dapat dilaksanakan setelah panjar biaya perkara lunas dibayar pada
Pemegang Kas

2) Mengisi kolom-kolom buku register dengan tertib, rapi, teliti,
dan cermat, seperti misalnya tentang PHS, penundaan sidang,
sebab penundaan sidang, amar putusan, PBT, dsb.

3) Menyerahkan berkas perkara yang diterima yang telah
dilengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim (PMH) kepada
Wakil Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan
Agama (KPA)

4) Menyerahkan berkas perkara yang telah ditentukan majelis
hakimnya kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk disertali
formulir Penetapan Hari Sidang (PHS)

c. Meja Tiga Secara garis besar bertugas:
1) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan apabila ada

permintaan dari para pihak.*®

4 Ramdani Wahyu, Administrasi Islam di Indonesia, (Bandung, :2011), him.93-94.
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2) Menerima dan memberikan tanda terima atas:memori/kontrak
banding, momori/kontrak memeriksa, jawaban/tanggapan atas
alasan PK.

3) Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas (tugas pembundelan
berkas)

4) Mengatur  giliran tugas jurusita/jurusita  pengganti yang
ditunjuk oleh panitera

2. Tahap Pembayaran Panjar
Pembayaran panjar perkara dilakukan di bagian pemegang kas.

Kas merupakan bagian dari meja 1. Seluruh kegiatan pengeluaran

perkara harus melalui pemegang kas dan dicatat secara tertib dalam

buku induk yang bersangkutan. Tugas-tugas pemegang kas adalah:

a. Pemegang kas menerima pembayaran uang panjar perkara
sebagaimana tersebut dalam SKUM

b. Pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhi nomor urut
perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam
surat gugatan/permohonan sebagaimana tersebut dalam buku
jurnal yang berkaitan dengan perkara yang diajukan.*’

c. Mengembalikan asli atau tindasan pertama SKUM beserta surat

gugatan/permohonan kepada calon penggugat/pemohonan

47 Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 76-77.
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Tahap Pendaftaran

Sebelum Perkara diproses oleh Pengadilan Agama, maka terlebih
dahulu perkara tersebut harus didaftarkan dahulu oleh pihak pencari
keadilan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat. Adapun alur
atau tahap proses pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama adalah
sebagai berikut:
Pertama: Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan
membawa surat gugatan atau permohonan.
Kedua: Pihak berperkara menghadap petugas Meja Satu dan
menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 3
(tiga) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat.
Ketiga: Petugas Meja Satu (dapat) memberikan penjelasan yang
dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan
menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat
Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara
diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara
tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama.
Keempat: Petugas meja satu menyerahkan kembali surat gugatan
atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat

Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
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Kelima: Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas
(KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat
Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keenam: Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa
Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar
penyetoran panjarbiayaperkara ke bank yangtelah ditunjuk oleh
Pengadilan Agama tersebut.

Ketujuh: Pihak berperkara datangke loket layanan bank dan
mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam
slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar
(SKUM), seperti urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian
pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan
menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
Kedelapan: Setelah pihak berperkara menerima slip bank atau kuitansi
penyetoran yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak
berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan
Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
Kesembilan: Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian
menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas
kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar
(SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli
dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta

surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
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J. Kesepuluh: Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja
Dua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat
ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa
Untuk Membayar (SKUM).

k. Kesebelas: Petugas Meja Dua mendaftar mencatat surat gugatan
atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor
register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil
dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

I.  Keduabelas: Petugas Meja Dua menyerahkan kembali 1 (satu) rangka
surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor
register kepada pihak berperkara. Pihak yang berperkara akan
dipanggil oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk menghadap
ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH)
dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

E. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara
1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting
dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim
yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung
kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi
para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini
harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan
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hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.*®
Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan
adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.
Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam
pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan
itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang
benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan
sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar
terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya
hubungan hukum antara para pihak.°
Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya
juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :°
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang
tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek
menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam

persidangan.

4 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2004), h.140
4 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2004), h.141
%0 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2004), h.142
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c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus
dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim
dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat
dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu
didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan
sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang
dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai
kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat
penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur
tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang
Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-
undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945
menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal
ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan
Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun
2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang
Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya

Negara Hukum Republik Indonesia.4 Kekuasaan kehakiman
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merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini
mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari
segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-
hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.
Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak
mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa
keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2)
menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.>!

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang
tidak memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48
Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah,
karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak
yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah
dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan
UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.%?

51 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), h. 94
52 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), h. 95
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Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan
keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu
keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran
peristiwa yang digjukan kepadanya kemudian memberi penilaian
terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan
hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan
putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu
akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan
mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur
dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48
Tahun 2009 vyaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk
memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan
dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan
unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli
hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak
hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40
tahun 2009 vyaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.
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F. Pertimbangan Maslahah Dalam Perceraian
Sebuah keluarga dibina untuk tujuan maslahah, Jamaluddin
Athiyyah menjelaskan bahwa dalam magashid syariah terdapat
dimensi khusus terkait keluarga dengan berbagai kemaslahatan yang
ingin dituju, Athiyah menyebutnya sebagai Maqgashid Usrah sebagali
berikut:
1. Pola Relasi Dengan Lawan Jenis
Menurut Jamaluddin Athiyyah pola relasi antara pasangan
merupakan hal yang dijamin oleh magashid syariah, sebab dalam
relasi antara pasangan suami istri terdapat ketentuan hukum serta
hak dan kewajiban yang melingkupi keduanya. Adanya ketentuan
seperti anjuran untuk menikah, boleh menikah lebih dari satu
(dengan beberapa syarat), ketentuan talak, larangan zina, dan
larangan berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram
merupakan bentuk aturan yang memiliki semangat menjamin pola
relasi dengan lawan jenis yang baik dan benar secara syariat.5®
Menurut Jamaluddin Athiyyah anjuran menikah termasuk ke
dalam perkara dlaruriyyah, sedangkan poligami dan talak hanya
dikategorikan dalam perkara hajjiyyah, hal ini untuk
mengantisipasi efek negatif dari keduannya.

2. Hifdz an-Nasl (Menjaga Keturunan)

%3 Jamaluddin Athiyyah, Nahwu Taf’ili Maqashid al-Syariah, 149
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Relasi atau hubungan dengan lawan jenis secara mutlak
bertujuan untuk reproduksi atau memperoleh keturunan dan
syariat menegaskan hal tersebut, ini merupakan sunatullah baik
bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Mengingat akan
pentingnya hifdz an-nasl syariat memiliki beberapa ketentuan
diantaranya:>*

1) Larangan melakukan liwath (anal sex) dan sahaaq
(homoseksual)

2) Larangan mengubur anak perempuan (seperti zaman
jahiliyyah), melakukan aborsi, bahkan mengeluarkan sperma di
luar kelamin wanita kecuali sudah kesepakatan kedua pihak.

3) Ibn Ashur berkata: wajib hukumnya menjamin keberlangsungan
golongan pria dengan cara melarang kebiri (vasektomi), juga
golongan wanita dengan cara melarang berbagai cara yang
dapat mengganggu kesehatan rahim.

Menurut Jamaluddi Athiyyah dalam dimensi keluarga
memperbanyak keturunan (bereproduksi) merupakan hal yang
bersifat dlaruriyyah karena tergolong upaya hifdzan-nasl, namun
dalam dimensi personal berada pada tingkatan hajjiyyah.>®

3. Penguatan Aspek Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah
Tujuan adanya hubungan dengan lawan jenis dalam rupa

keluarga adalah terbinanya ketentraman antar pasangan, sehingga

54 Jamaluddin Athiyyah, Nahwu Taf’ili Maqashid al-Syariah, 150
%5 Jamaluddin Athiyyah, Nahwu Taf’ili Maqashid al-Syariah, 150
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menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang. Untuk menjamin
terciptanya suatu kondisi yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
diatur berbagai ketentuan guna mendukung hal tersebut, semisal
tatacara dan laku ketika berkumpul dengan pasangan, sampai
persoalan tatacara jimak yang baik dan benar. Aspek sakinah
dalam keluarga menurut Jamaluddin Athiyyah termasuk dalam
tingkatan dlaruriyyah, sedangkan aspek mawaddah termasuk
dalam tingkatan hajjiyyah dalam hal ini Jamaluddin Athiyyah
melontarkan sebuah pertanyaan (Apakah tiap rumah tangga harus
dilandaskan cinta?), sedangkan aspek rahmah termasuk dalam
tingkatan kamaliyyah.®®
4. Hifdz an-Nasab (Menjaga Trah)

Jamaluddin Athiyyah menegaskan bahwa hifdz an-nasab
berbeda dengan hifdz an-nasl, dalam pandangannya ulama ushul
figh seringkali kebingungan dalam membedakan dua hal tersebut,
oleh sebab itu dengan adanya pembagian maqgashid syariah
menjadi empat dimensi seperti ini menurut Jamaluddin Athiyyah
memudahkan pemahaman atas hifdz an-nasab dan hifdz an-nasl. °’
Semangat menjaga nasab mengutip pendapat lbn Ashur
diimplementasikan dalam ketentuan seperti keharaman zina,
larangan adopsi anak, hukum ‘iddah, menyembunyikan

kehamilan, dan penetapan nasab.

% Jamaluddin Athiyyah, Nahwu Taf’ili Maqashid al-Syariah, 150
57 Jamaluddin Athiyyah, Nahwu Taf’ili Maqashid al-Syariah, 151
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Mayoritas ulama ushul figh meletakkan hifdz an-nasab pada
tingkatan dlaruriyyah, namun Ibn Ashur memiliki pendapat
berbeda, dalam pandangannya hifdz an-nasab berada pada
tingkatan hajjiyyah. Adapun menurut Jamaluddin Athiyyah dalam
dimensi al-usrah (keluarga) sesuai pembagian dimensi maqgashid
syariah, hifdz an-nasab termasuk dalam tingkatan dlaruriyyah.®®

5. Hifd al-tadayyun fi al-Usrah (Menjaga Aspek Keagamaan
Keluarga)

Sudah menjadi sunnah para Nabi bahwa dakwah dimulai dari
orang-orang terdekat seperti istri dan anak-anaknya sambil
memohon hidayah kepada Allah, sebagian berhasil seperti cerita
Ibrahim dan Ya’kub, namun sebagian ada yang gagal seberti
dalam cerita Nuh dan Luth. Poin pentingnya adalah aspek
keagamaan dalam keluarga merupakan sesuatu yang urgen sampai
kapanpun, dan merupakan tanggung jawab kepala keluarga untuk
menjamin hal tersebut. Terkait upaya kepala keluarga dalam
memberikan dakwah pada keluarganya berhasil atau gagal itu
menjadi tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.®®

Guna menjamin terpenuhinya magashid ini terdapat beberapa
ketentuan hukum seperti: tanggung jawab kepala keluarag untuk
memilih dan menganut sebuah agama, serta mengajari anak

istrinya pemahaman akidah, ibadah, dan akhlak. Dengan

%8 Jamaluddin Athiyyah, Nahwu Taf’ili Maqashid al-Syariah, 153
%9 Jamaluddin Athiyyah, Nahwu Taf’ili Maqashid al-Syariah, 153
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pertimbangan bahwa hilangnya aspek keagamaan dalam sebuah
keluarga dapat mengakibatkan keburukan yang harus ditanggung
di kemudian hari, Jamaluddin Athiyyah memandang menjaga
aspek keagamaan dalam dimensi kekeluargaan termasuk dalam
tingkatan dlaruriyyah.®®

6. Sistem Perlindungan Hak Asasi Dalam Keluarga

Maksud dari konsep Hak Asasi Keluarga dengan
pertimbangan bahwa idealnya keluarga adalah asas atau dasar
hubungan yang langgeng bukan temporal, oleh sebab itu mengatur
pola hubungan anggota keluarga menjadi wajib, kepala kelurga
memiliki tanggung jawab dan wajib bermusyawarah dengan
anggota keluarga dalam suatu perkara bahkan ketika
menyelesaikan sebuah persoalan. Yang dimaksud keluarga disini
tidak hanya dipahami dalam lingkup keluarga kecil (atomic family
atau 455l 3,uY) namun juga dapat diperluas dalam lingkup
keluarga besar (extended family atau 4= sa!) 3 Y1) yang mencakup
kerabat hingga besan dan mertua.®!

Hukum syariah yang memiliki nuansa butir magashid ini
seperti ketentuan hak suami atas istri, hak istri atas suami, hak
orang tua atas anak, hak anak atas orang tua, hak saudara,
silaturrahmi, dan sebagainya.®?

7. Sistem Pengaturan Keuangan dan Harta Benda Keluarga

60 Jamaluddin Athiyyah, Nahwu Taf’ili Maqashid al-Syariah, 153
61 Jamaluddin Athiyyah, Nahwu Taf’ili Maqashid al-Syariah, 154
62 Jamaluddin Athiyyah, Nahwu Taf’ili Maqashid al-Syariah, 154



60

Beberapa poin yang menjadi semangat maqashid syariah
dalam dimensi keluarga dari berbagai sisi sebagaimana diulas di
atas tentu tidak cukup tanpa pengaturan yang berhubungan dengan
aspek keuangan dan harta benda dalam lingkup keluarga.
Magashid syariah yang berkaitan dengan poin ini seperti mahar,
nafkah baik untuk anak, istri, istri yang telah diceraikan, istri yang
mengasuh anak pasca perceraian, wanita yang menyusui, perihal
waris, wasiat, wakaf atas nama keluarga, tanggungan hukum diyat,
sampai tentang penguasaan (perwalian) atas sebuah harta benda,

dan sebagainya.®®

83 Jamaluddin Athiyyah, Nahwu Taf’ili Maqashid al-Syariah, 154
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dengan analisis perkara nomor : 4072/Pdt.G/2019/P.Jr
tentang perceraian pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Jember
prespektif UU No. 16 Tahun 2019 Tetang Perkawinan dan PP No. 45 Tahun
1990 Tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang
mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jember. Sedangakn sifat dari
penelitian ini ialah penelitian deskriptif analisis.®* Deskriptif artinya bahwa
dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan putusan Pengadilan
Agama nomor: 4072/Pdt.G/2019/P.Jr beserta pertimbangan hakim dalam
memutuskannya sekaligus memberikan analisis hukumnya.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan analitis
(analytical approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna
pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan
begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah
hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis
putusan-putusan hukum.®® Jadi dalam penelitian ini penulis akan melakukan
analisis  yuridis  terhadap  putusan  Pengadilan Agama  nomor:

4072/Pdt.G/2019/P.Jr menggunakan prespektif UU No. 16 Tahun 2019

84 Saifuddin Azwar, Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),hal 6.
8 Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan
Empiris.(Yogjakarta: pustaka pajar, 2010), hal 34.
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Tetang Perkawinan dan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi penelitian menunjukkan dimana
penelitian tersebut akan melakukan.®® Lokasi penelitian di Pengadilan Agama
Jember dengan mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai alasan.
Lokasi penelitian yang dipilih didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan
dari segi kemenarikan, keunikan dan realita.
Lokasi di Pengadilan Agama Jember yang beralamat di JI. Cendrawasih
No. 27, Krajan Jember lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, provinsi
Jaawa Timur 68118. Pengadilan Agama jember merupakan lembaga yang
menangani permasalahan dalam sidang perkara perceraian, sengkata dll.
C. Sumber Data
Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data
sebagai berikut:
1. Sumber Data Primer
Data yang diperolen secara langsung berupa dokumen yang
memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan
dan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu perkara nomor
4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr tentang perceraian pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Pengadilan Agama Jember serta pertimbangan hakim.

® Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Karya llmiah., 2018 46.
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2. Sumber Data Sekunder
Yaitu informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Dalam
penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan catatan
perundang undangan. bahan-bahan informasi yang layak dijadikan refrensi
dan berkaitan dengan tema, objek dan tujuan penelitian. Seperti hasil
putusan hakim yang telah inkrah yang berkiatan dengan perceraian
Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya data pada tahun 2019, buku-buku
dan bahan yang lainnya berkaitan dengan masalah penelitian yang
diangkat.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode, yaitu
menggunakan inteview, dokumentasi dan triangulasi data diantaranya:
1. Motede interview/Wawancara
Metode interview/awancara adalah dilakukan dengan cara bertatap
muka dengan informan yang mengetahu masalah-masalah yang diangkat
dalam penelitian ini. Dengan wawancnara (interview) dapat diharapkan
dan memperoleh gambaran umum berkaitan dengan penelitian. Sedangkan
Informan yang dimaksud disini adalah para hakim yang ada di lingkungan
Pengadilan Agama Jember. Sedangkan manfaatnya dengan melalui
menggunakan teknik ini adalah untuk menggali data secara mendalam

darin informan, selanjutnya data yang di dapat dijadikan sebagai data
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primer atau sebagai data pokok.®” Dalam penelitian ini penulis akan
melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jember guna
mendapatkan keterangan terkait perkara nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr
tentang perceraian PNS, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara tersebut.
2. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah suatu mencari data mengenai hal-hal
atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan juga putusan pengadilan yang
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti serta sebagai suatu hal
menjadi pendukung dalam penelitian yang dilakukan.®® Dalam penelitian
ini penulis akan menggunakan teknik dokumentasi untuk mengakses data-
data primer penelitian tentang bagaimana putusan hakim tentang
perceraian PNS dalam dokumen putusan nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr,
serta dokumen-dokumen penunjang lainnya.
E. Analisis Data
Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data
dengan pendekatan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan bertujuan
untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian bersarkan daqgta
variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Analisi deskriptif

kualitatif dengan cara memberikan predikat kepada variabel yang diteliti

67 Moeleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006),
hal.103.

8 Suharsini Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: renika Cipta,
2006),ha.231.
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sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Miles Huberman dalam bukunya
menjelaskan langkah-langkah analisis data kualitatif diantaranya sebagai
berikut:

1. Reduksi data (Data Redduction)

Yaitu  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang berlangsung secara
terus-menerus Selama proses penelitian sampai pada pembuatan laporan.
Jadi pada tahap ini dilakukan telaah pada data yang didapatkan, baik
yang primer maupun yang sekunder sehingga data yang didapatkan dapat
sesuai dengan fokus penelitian serta dapat menunjang keperluan
penelitian mengenai studi putusan Pengadilan Agama nomor:
4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr tentang perceraian PNS.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
atau dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian yang baik merupakan
suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.%® Setelah
melakukan reduksi data, kemudian dalam tahap ini penulis akan
menyajikan data baik yang diperoleh melalui metode wawancara maupun
metode dokumentasi dalam bentuk narasi deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

8 Michael Huberman dkk. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metde-metode Baru
(Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2007), hal. 16
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Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari
konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan
baru yang mana dari sebelumnya belum ada. Dalam tahapan ini penulis
akan menarik kesimpulan dari data-data yang telah dideskripsikan dan
dianalisis menggunakan prespektif UU No.1 Tahun 1974 dan PP Nomor
45 Tahun 1990 mengenai putusan Pengadilan Agama Jember tentang
perceraian PNS, menjadi sebuah simpulan berupa narasi singkat padat
dan jelas.

F. Keabsahan Data

Sebagaimana disebutkan oleh Lexy J. Moeloeng bahwa yang
dimaksud kebasahan data adalah bahwa kondisi hasil penelitian memenuhi
hal-hal sebagai berikut: 1) Mendemonstrasikan nilai yang benar; 2)
Menyediakan dasar agar hal itu bias diterapkan; 3) Memperbolehkan
keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan
kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.’

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari
konsep kesahihan (validitas) dan kehandalan (reliabilitas) menurut versi
‘positivisme’ dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan
paradigmanya sendiri.”*

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah

0 Moeleong, Lexy J.. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006),
hal. 245
I Moeleong, Lexy J.. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006),
hal. 249
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criteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat
keterpercayaan (credibility), keteralihan (transferability) kebergantungan
(dependability) dan kepastian/confirmability.”

Pengencekan keabsahan data sebagaimana peneliti jelaskan di atas
akan dilakukan semuanya dalam proses penelitian. Untuk memeriksa
keabsahan data, dengan melihat kriteria keabsahan data di atas maka peneliti
melakukan teknik pemeriksaan keabsahan dengan memperpanjang
keikutsetaan (kehadiaran peneliti). Sehingga peneliti tinggal di lapangan
penelitian sampai kejenuhan informasi yang didapatkan tercapai.

Ketekuan/keajegan pengamatan,yakni; mencari secara konsisten
interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang
konstan dan tentatif.

Dalam penelitian ini triangulasi merupakan teknik yang dipilih dalam
melakukan pengecekan data. Triangulasi merupakan teknik untuk mengecek
keabsahan data menggunakan aspek eksternal dari data yang telah diperoleh,
dengan tujuan uji validitas atau sebagai perbandingan pada data yang telah
dikumpulkan.” Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

2 Moeleong, Lexy J.. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006),
hal. 249
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 175.
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1. Triangulasi Sumber Data

Yaitu proses pengujian kebenaran sebuah informasi dengan
mencocokkannya dengan berbagai sumber perolehan data lain yang telah
diperoleh.™

Jadi dalam penelitian ini semua data melalui serangkaian tahapan
verifikasi menggunakan triangulasi sumber, yakni pengecekan keabsahan
suatu data dengan cara membandingkan suatu data tertentu dengan data
yang diperoleh dari sumber lain, sehingga derajat kepercayaan data
tersebut dapat dipastikan.

2. Triangulasi Metode

Yang dimaksud dengan triangulasi metode menurut Patton
sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, terdapat dua strategi, yaitu:
pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian
dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. kedua,
pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode
yang sama.”

Jadi dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang
diperoleh dari lapangan, dengan cara membandingkan data yang berhasil
didapatkan dengan menggunakan dua metode penggalian data yang
berbeda, vyaitu dengan menggunakan metode wawancara dan

dokumentasi.

"Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, (Jakarta: Grafindo Persada,
2008), 214-215.
>Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330.
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G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian putusan Nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr tentang

perceraian pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Jember, yang menjadi

tiga bagian. Tahap-tahap tersebut adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan

dan yang terakhir tahap penyelesaian.

1.

2.

Tahap Persiapan

Peneliti melakukan penelitian pendahuluan untuk memperoleh
gambaran umum serta permasalahan yang sedang dihadapi dalam perkara
Nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr tentang perceraian pegawai Negeri Sipil
di Pengadilan Agama Jember yang baru guna dijadikan rumusan
permasalahan yang diteliti. Penelitian pendahuluan tersebut berguna
sebagai bahan acuan dalam pembuatan proposal Skripsi dan pengajuan
judul Skripsi, untuk memperlancar pada waktu tahap pelaksanaan
penelitian maka peneliti mengurus surat izin penelitian dari ketua program
studi Studi Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari’ah di Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Jember. Setelah persiapan administrasi selesai, maka
peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dicari
jawabannya atau pemecahannya, sehingga data yang diperoleh lebih
sistematis dan mendalam.
Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini, kegiatan yang dilakukan adalah

diantaranya sebagai berikut:
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a. Pengumpulan data
Pengumpulan data yang dilakukan dengan penjadwalan yang
sudah ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi,
dan dokumenter.
b. Pengolaan data
Pengolaan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian
dimaksudkan untuk memudahkan dalam kegiatan proses analisis data
c. Analisis data
Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kemudian
dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, yaitu menggunakan
gambaran terhadap apa yang telah diperoleh selama pengumpulan
data. Hasil analisis data diuraikan dalam paparan dan temuan
penelitian.
3. Tahap penyelesaian
Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah
penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis
dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berupa laporan
penelitian dengan pengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah (PPKI)

yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember

1.

Profil dan Letak Geografis Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan
yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya. Pengadilan Agama Jember adalah Pengadilan Agama kelas
I.A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Kabupaten Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur
dengan letak georafis berada pada bagian timur wilayah Provinsi Jawa
Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten
Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat,
Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di
sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59’ 6” sampai 8°

33’ 56” Lintang Selatan dan 6° 33’ 6” sampai 7° 14’ 33” Bujur Timur.”®

. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

a. Visi Pengadilan Agama Jember

Terwujudnya Pengadilan Agama Jember Yang Agung

"8profil

Pengadilan”,dalam http://pa-jember.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa

jember,diakses pada 10 juli 2020.

71


http://pa-jember.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa

72

b. Misi Pengadilan Agama Jember
1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember yang Modern
3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap  Pengadilan
Agama Jember
4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama
Jember
c. Motto Pengadilan Agama Jember
Pengadilan Agama Jember H E B A T (Harmonis Elegan Bijaksana
Akuntabel Transparan)
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember adalah berbentuk
garis lurus mengerucut. Dengan begitu kekuasaan serta tanggung jawab
pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang di bawahnya sesuai
dengan tupoksi mereka masing-masing. Berikut struktur kelembagaan di

Pengadilan Agama Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

STRUKTURIORGANISASIIRENGADIEANIAGRMAYEMBER

KETUA PERMA NO. 1 TAHUN 2017

WAKIL KETUA

PANITERA SEKRETARIS

Ors. Suballl, SHMH.

Ors. Afnan Mubamidan, M.

Drs. H. Umar Jaya, SHMH.
Drs. Murdini, MK

Tabel 4.1

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ketua Pengadilan : Dr. H. Muslikin, M.H
Wakil Ketua : Drs. H. Achmad Nurul Huda
Hakim

1. H. M. Lutfi, S.H., M.Hum 10. H. Raharjo, S.H., M.Hum

2.

© 0o N o 0o bk~ W

Drs
Drs
Drs
Drs
Drs
Drs
Drs
Drs

. H. Muflikh Noor,S.H,M.H 11. Drs. Suytaman, M.H.

. Khosidi, S.H 12. Drs. Suhaili, S.H

. Afnan Muhamidan, M.H  13. Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H
. Murdini, M.H 14. Drs. H. Baidowi, S.H

. Nur Sholehah, M.H 15. Drs. H. Ramli, M.H

. Nur Chozin, S.H., M.Hum 16 H. Ahmad Nabbani, S.H., M.H

.M. Yunus K, S.H.,, M.H 17. H.Syadili S, S.H., M.H.ES.
. H. M. Ijmak, S.H., M.H 18. Drs. Moh. Hosen, S.H.,M.H
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Kesekretariatan Kepegawaian : Tahir, S.H
Kasubag Umun dan Keuangan : Faesol Hasbi, S.E,S.H
Kasubag Kepegawaian Ortala : Ahmad M. Nuruzzaman, S.E

Kasubag Perencanaan TI dan

Pelalporan : Samina Laela, S.E.S.H
Panitera : Ahmad Muzaaer, S.H
Panitera Muda Permohonan : Hamid Salama, S.H.,MH.I
Panitera Muda Gugatan : As’ari, S.H
Panitera Muda Hukum : Tamaji, S.Ag., M.H
Panitera Pengganti
1. Dra. Hj. Sufiyani 7. Ulfatus Saidah, S.H, M.H
2. Phillen Shopia, S.H 8. Riza Amalia, S.E.I.,MH
3. H. Mat Halil, S.H 9. Zulfikar, S.H
4. Nurul Hidayat, S.H 10. Sulaiman, S.H
5. Umar Suki, S.H 11. Muhammad Nur Hasani, S.H

6. Abdur Rohman, S.H, M.H 12. Hana Nurul K.A, S.H
Jurusita dan Jurusita Pengganti

1. Chamim, Thohari, S.H

2. Moh. Faig Azmi, S.H

3. Maknun Sholihin, S.H

4. Suyanto, S.H

4. Wilayah Yuridis / Peta Pengadilan Agama Jember
Pengadilan Agama Jember terletak di JI. Cendrawasih No. 27
Jember. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Jember meliputi 31
Kecamatan. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama

Jember dapat dilihat sebagai berikut :
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Wilayah Hukum untuk Kecamatan Wuluhan terdiri dari 7 (tujuh) desa,
yaitu : Desa Ampel, Desa Dukuh Dempok, Desa Glundengan, Desa
Kesilir, Desa Lojejer, Desa Tamansari, Desa Tanjung Rejo.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Tanggul terdiri dari 8 (delapan)
desa, yaitu: Desa Darungan, Desa Klatakan, Desa Kramat Sukoharjo,
Desa Manggisan, Desa Patemon, Desa Selodakon, Desa Tanggul
Kulon, Desa Tanggul Wetan.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan silo terdiri dari 9 (sembilan) desa,
yaitu: Desa Garahan, Desa Harjomolyo, Desa Karangharjo, Desa
Mulyorejo, Desa Pace, Desa Sempolan, Desa Sidomulyo, Desa Silo,
Desa Sumberjati.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Semboro terdiri dari 6 (enam)
desa, yaitu: Desa Pondok Dalem, Desa Pondok Joyo, Desa Rejo
Agung, Desa Semboro, Desa Sidomekar, Desa Sidomulyo.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Sukorambi terdiri dari 5 (lima)
desa, yaitu: Desa Dukuh Mencek, Desa Jubung, Desa Karangpring,
Desa Kelungkung, Desa Sukorambi.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Sukowono terdiri dari 12 (dua
belas) desa, yaitu: Desa Arjasa, Desa Balet Baru, Desa Dawuhan
Mangli, Desa Mojogeni, Desa Pocangan, Desa Sukokerto, Desa
Sukorejo, Desa Sukosari, Desa Sukowono, Desa Sumber Wringin,

Desa Sumberdanti, Desa Sumberwaru.



7.

10.

11.

12.
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Wilayah Hukum untuk Kecamatan Sumberbaru terdiri dari 10
(sepuluh) desa, yaitu: Desa Gelang, Desa Jambesari, Desa Jamintoro,
Desa Jatiroto, Desa Kaliglagah, Desa Karang Bayat, Desa
Pringgowirawan, Desa Rowo Tengah, Desa Sumber Agung, Desa
Yosorati.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Sumberjambe terdiri dari 9
(sembilan) desa, yaitu: Desa Cumedak, Desa Gunung Malang, Desa
Jambe Arum, Desa Plereyan, Desa Pringgondani, Desa Randu Agung,
Desa Rowosari, Desa Sumber Pakem, Desa Sumberjambe.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Sumbersari terdiri dari 7 (tujuh)
kelurahan, vyaitu: Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Kebonsari,
Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Tegal Gede, Kelurahan Wirolegi,
Kelurahan Antirogo, Kelurahan Keranjingan.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Termpurejo terdiri dari 8 (delapan)
desa, yaitu: Desa Andongrejo, Desa Curahnongko, Desa Curahtakir,
Desa Pondokrejo, Desa Sanenrejo, Desa Sidodadi, Desa Tempurejo,
Desa Wonoasti.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Umbulsari terdiri dari 10 (sepuluh)
desa, yaitu: Desa Gadingrejo, Desa Gunungsari, Desa Mundurejo,
Desa Paleran, Desa Sidorejo, Desa Sukoreno, Desa Tanjungsari, Desa
Tegal Wangi, Desa Umbulrejo, Desa Umbulsari.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Kaliwates terdiri dari 7 (tujuh)

kelurahan, yaitu: Kelurahan Jember Kidul, Kelurahan Tegal Besar,



13.

14.

15.

16.
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Kelurahan Kaliwates, Kelurahan Sempusari, Kelurahan Mangli,
Kelurahan Kebon Agung, Kelurahan Kepatihan.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Kencong terdiri dari 5 (lima) desa,
yaitu: Desa Cakru, Desa Kencong, Desa Kraton, Desa Paseban, Desa
Wonorejo.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Ledokombo terdiri dari 10
(sepuluh) desa, yaitu: Desa Karang Paiton, Desa Ledokombo, Desa
Lembengan, Desa Slateng, Desa Sukogidri, Desa Sumber Anget, Desa
Sumber Bulus, Desa Sumber Lesung, Desa Sumber Salak, Desa
Suren.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Mayang terdiri dari 7 (tujuh) desa,
yaitu: Desa Tegalrejo, Desa Mayang, Desa Mrawan, Desa Seputih,
Desa Sidomukti, Desa Sumber Kejayan, Desa Tegal Waru.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Mumbulsari terdiri dari 7 (tujuh)

desa, yaitu: Desa Karangkedawung, Desa Kawangrejo, Desa Lampeji,

17.

18.

Desa Lengkong, Desa Mumbulsari, Desa Suco, Desa Tamansari.
Wilayah Hukum untuk Kecamatan Pakusari terdiri dari 7 (tujuh) desa,
yaitu: Desa Bedadung, Desa Jatian, Desa Kertosari, Desa Pakusari,
Desa Patemon, Desa Subo, Desa Sumber Pinang.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Panti terdiri dari 7 (tujuh) desa,
yaitu: Desa Glagahwero, Desa Kemiri, Desa Kemuningsari Lor, Desa

Pakis, Desa Panti, Desa Serut, Desa Suci.
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20.
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22.

23.
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Wilayah Hukum untuk Kecamatan Patrang terdiri dari 8 (delapan)
kelurahan, yaitu: Kelurahan Patrang, Kelurahan Baratan, Kelurahan
Bintoro, Kelurahan Jumerto, Kelurahan Slawu, Kelurahan Gebang,
Kelurahan Banjar Sengon, Kelurahan Jember Lor.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Puger terdiri dari 11 (sebelas) desa,
yaitu: Desa Bagon, Desa Grenden, Desa Jambearum, Desa Kasiyan,
Desa Kasiyan Timur, Desa Mojomulyo, Desa Mojosari, Desa Puger
Kulon, Desa Puger Wetan, Desa Wonosari, Desa Wringin Telu.
Wilayah Hukum untuk Kecamatan Rambipuji terdiri dari 8 (delapan)
desa, yaitu: Desa Curahmalang, Desa Gugut, Desa Kaliwining, Desa
Nogosari, Desa Pecoro, Desa Rambigundam, Desa Rambipuji, Desa
Rowotamtu.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Ajung terdiri dari 7 (tujuh) desa,
yaitu: Desa Ajung, Desa Klompangan, Desa Mangaran, Desa
Pancakarya, Desa Rowo Indah, Desa Sukamakmur, Desa
Wirowongso.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Ambulu terdiri dari 7 (tujuh) desa,
yaitu: Desa Karang Anyar, Desa Ambulu, Desa Andongsari, Desa

Pontang, Desa Sabrang, Desa Sumberrejo, Desa Tegalsari.

24. Wilayah Hukum untuk Kecamatan Arjasa terdiri dari 6 (enam) desa,

yaitu: Desa Arjasa, Desa Biting, Desa Candijati, Desa Darsono, Desa

Kamal, Desa Kemuninglor.
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26.

27.

28.

29.

30.
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Wilayah Hukum untuk Kecamatan Balung terdiri dari 8 (delapan)
desa, yaitu: Desa Balung Kidul, Desa Balung Kulon, Desa Balung
Lor, Desa Curahlele, Desa Gumelar, Desa Karang Duren, Desa
Karang Semanding, Desa Tutul.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Bangsalsari terdiri dari 11
(sebelas) desa, vyaitu: Desa Badean, Desa Bangsalsari, Desa
Banjarsari, Desa Curah Kalong, Desa Gambirono, Desa Karangsono,
Desa Langkap, Desa Petung, Desa Sukorejo, Desa Tisnogambar, Desa
Tugusari.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Gumukmas terdiri dari 8 (delapan)
desa, yaitu: Desa Bagorejo, Desa Gumukmas, Desa Karang Rejo,
Desa Kepanjen, Desa Mayangan, Desa Menampu, Desa Purwoasri,
Desa Tembokrejo.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Jelbuk terdiri dari 6 (enam) desa,
yaitu: Desa Jelbuk, Desa Panduman, Desa Suco Pangepok, Desa
Suger Kidul, Desa Suko Jember, Desa Sukowiryo.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Jenggawah terdiri dari 8 (delapan)
desa, yaitu: Desa Cangkring, Desa Jatimulyo, Desa Jatisari, Desa
Jenggawah, Desa Kemuning Sari Kidul, Desa Kertonegoro, Desa
Sruni, Desa Wonojati.

Wilayah Hukum untuk Kecamatan Jombang terdiri dari 5 (lima) desa,
yaitu: Desa Jombang, Desa Keting, Desa Ngampelrejo, Desa

Padomasan, Desa Wringin Agung.
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31. Wilayah Hukum untuk Kecamatan Kalisat terdiri dari 12 (dua belas)
desa, yaitu: Desa Plalangan, Desa Ajung, Desa Gambiran, Desa
Glagahwero, Desa Gumuksari, Desa Kalisat, Desa Patempuran, Desa
Sebanen, Desa Sukoreno, Desa Sumber Jeruk, Desa Sumber Kalong,
Desa Sumber Ketempah.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember
Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-

orang Yyang beragama islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat,

d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadagah, dan i. ekonomi syari’ah.

Selain tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama

Jember mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili
perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di
wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006).

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh
jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989
jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan

administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang
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Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala
oleh Hakim Pengawas Bidang.

. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan
petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis
yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide:
Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006).

. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi
peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum
kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Jember (Bidang
Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan
nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah
hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan
penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/I1/1991.
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6. Kompetensi / Yuridiksi Pengadilan Agama
Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan
adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa
dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat
diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang
mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya
gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak
berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap
salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan
kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.
a. Kompetensi Absolut
Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan
lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu
perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus.
Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman
(judicial power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA)
merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang
dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Menurut Yahya Harahap, pembagian ligkungan peradilan tersebut
merupakan landasan sistem peradilan negara (state court system) di
Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (separation court

system based on jurisdiction). Berdasarkan penjelasan Undang-undang
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No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan
kewenangan yang dimiliki masingmasing berdasarkan diversity
jurisdiction, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut
pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subject matter
of jurisdiction, sehingga masing-masing lingkungan berwenang
mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.
Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:’’

1) Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum
Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).

2) Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan,
kewarisan, wakaf dan shadagah.

3) Peradilan Tata Usaha Negera berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutusa
sengketa Tata Usaha Negara.

4) Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara
perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat
tertentu.

Kewenangan absolut peradilan agama terbagi 2, yaitu volunteer
(bentuk perkara permohonan tanpa adanya lawan dan produknya adalah

penetapan) dan contensius (bentuk perkara gugatan/ada sengketa

" http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/. Diakses tanggal 20 Desember 2020.
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didalamnya dan produk putusannya adalah vonis). Berikut ini adalah

macam-macam perkara volunteer dalam peradilan agama:

1) Penetapan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (pasal 7 ayat
(2) UU No.1/1974);

2) Isbat nikah untuk perkawinan yang tidak dicatatkan(penjelasan pasal
49 angka 37 UU No. 3/2006);

3) Penetapan wali adhal (Peraturan Menteri Agama No. 2/1987 Pasal 2
ayat 3;

4) Penentuan ahli waris (penjelasan pasal 49 angka 37 UU No. 3/2006);

5) Penetapan kuasa/wali untuk menjual harta warisan, termasuk hak
milik lainnya yang dimiliki anak yang belum dewasa (Sarmin
Syukur, 2018: 79);

6) Penetapan asal usul anak;

7) Penetapan pengangkatan anak;

8) Penetapan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum
cukup umur 18 tahun yang ditinggal mati kedua orang tuanya,
padahal tidak ada penunjukan wali dari orang tuanya;

9) Perubahan biodata pada buku nikah (pasal 34 ayat 1 PMA No.
19/2018);

10) Mafqud (49 UU No. 3/2006);

11) Isbath rukyathilal (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006)

Dan berikut ini adalah macam-macam perkara contensius yang

menjadi kewenangan absolut peradilan agama berdasarkan UU No. 3
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Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang

Pengadilan Agama:

1) Perkawinan:  sebagaimanatersebut dalamUU No. 1/1974
ditambah Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

2) Kewarisan: sebagaimana tersebut dalam UU No0.7/1989 Tentang PA
ditambah kewenangan “Penetapan ahli waris tanpa sengketa;

3) Wakaf: sebagaimana tersebut dalam UU No. 41/2004 Tentang
Wakaf dan PP No. 27 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik
serta KHI;

4) Zakat;

5) Infaq;

6) Shodaqoh;

7) Hibah;

8) Wasiat;

9) Ekonomi Syariah

b. Kompetensi Relatif
Yang dimaksud Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan
dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan
peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah
hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.2
Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 UU No. 7 1989 tentang
Peradilan Agama telah menetapkan:

“Peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan
daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.
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Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan:

“pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikodya
atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota
madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya
pengecualian”.

Tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu,
dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam
keadaan tertentusebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin
kurang, seperti di kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah
Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sulit.”®

7. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Jember Tahun 2019
Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Jember pada
tahun 2019 adalah 9.542 perkara dengan rincian 889 perkara adalah sisa
perkara pada tahun 2018 dan sebanyak 8.653 perkara yang diterima selama
2019, adapun keterangan rincian data perkaranya sebagai berikut:

Tabel: 4.2
Tentang Perkara yang Diterima Menurut Jenisnya Tahun 2019
Pengadilan Agama Jember

No. Jenis Perkara Jumlah
1 | Ijin Poligami 8
2 | Cerai Talak 1.801
3 | Cerai Gugat 4.862
4 | Harta Bersama 14
5 | Penguasaan Anak 6
5 Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah 1
Tidak Mampu
Pengesahan/Pengangkatan Anak 6
8 | Perwalian 99

78 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 138
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9 | Asal Usul Anak 6
10 | Istbat Nikah 714
11 | Dispensasi kawin 349
12 | Wali Adhol 28
13 | Ekonomi Syari'ah 4
14 | Kewarisan 23
15 | Hibah 5
16 | Penetapan Ahli Waris 39
17 | Lain-lain 688
Jumlah Total 8.653

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Jember

Tahun 2019

Adapun jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama

Jember pada tahun 2019 adalah sejumlah 9.169 perkara dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel: 4.3
Tentang Perkara yang Diputus Menurut Jenisnya Tahun 2019 Pengadilan
Agama Jember
No. Jenis Perkara yang Diputus Jumlah
1 | ljin Poligami 4
2 | Cerai Talak 1.820
3 | Cerai Gugat 5.016
4 | Harta Bersama 6
5 | Penguasaan Anak 6
5 N_afkah Anak Oleh Ibu karena Ayah 1
Tidak Mampu
7 | Pengesahan/Pengangkatan Anak 6
8 | Perwalian 96
9 | Asal Usul Anak 6
10 | Istbat Nikah 700
11 | Dispensasi kawin 332
12 | Wali Adhol 26
13 | Ekonomi Syari‘ah 1
14 | Kewarisan 8
15 | Permohonan Pertolongan Pemagian Harta 39
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Peninggalan (P3HP)
16 | Lain-lain 702
17 | Ditolak 21
18 | Tidak Diterima 38
19 | Gugur 37
20 | Dicoret 29
Jumlah Total 9.169

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Jember

Tahun 2019

Bagi Pegawai Negeri Sipil jika akan melakukan perceraian atau

poligami, harus mendapatkan izin atau surat keterangan melakukan

perceraian atau poligami dari atasan/instansi yang menaungi sebagimana

dalam ketentuan yang diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990. Berikut penulis

paparkan perkara perceraian PNS di Pengadilan Agama Jember pada tahun

2019:

Tabel: 4.4

Tentang Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2019

Pengadilan Agama Jember

No. Perkara Perceraian PNS Jumlah
1 Cerai Takak 34
1.1 | Adaizin atasan 34
1.2 | Tanpa izin atasan 0
Jumlah Total 34
2 | Cerai Gugat 54
2.1 | Ada lzin Atasan 54
2.2 | Tanpa lzin Atasan 0
Jumlah Total 54

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Jember

Tahun 2019
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B. Penyajian Data dan Analisis

Data dari hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat
pengumpulan data akan dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti
yang diperoleh selama penelitian, maka sistematika penyajian data
disesuaikan dengan rumusan masalah dan diikuti dengan analisis data yang
relevan sesuai dengan metode analisnya.

4. Keputusan hakim terhadap perkara Nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr

Keputusan hakim dalam sebuah persidangan, maka seorang Hakim
harus mengemukakan pertimbangan hukum sebagai pertanggung jawaban
atas putusan yang dia buat, karena dalam membuat sebuah keputusan seorang
hakim harus memperhatikan 3 asas, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum.

Ada 3 hal yang mencakup pertimbangan hakim, antara lain:

a. Terkait kewenangan absolut dan relative Pengadilan Agama.
b. Penerapan Hukum Formil.
c. Penerapan Hukum Material.

Begitu juga dalam pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan
Agama Jember Nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr, Penggugat menyerahkan
perkaranya kepada Pengadilan Agama Jember karena secara kompetensi
absolute telah sesuai dengan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 pasal 1 angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8)

dikarenakan pemohon melakukan perkawinan berdasarkan hukum islam,
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sedangkan memilih Pengadilan Agama yang terletak di Jember dikarenakan
secara relatif pemohon menyatakan tempat tinggal termohon berada di
wilayah hukum Pengadilan Agama Jember dan hal ini pun sesuai dengan
pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan
agama jo pasal 118 HIR perkara a quo merupakan kewenangan relatif
Pengadilan Agama Jember.

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu Pada tingkat pertama dalam siding majelis hakim telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat anatara; penggugat, umur 40 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan PNS Satpol PP, sedangkan tempat tinggal di jalan
kabupaten Jember, sebagai penggugat; melawan tegugat, umur 50 tahun
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di
perum dinas Puslid Kopi dan kakao, Desa, kabupaten Jember, sebagai
tegugat; Pengadilan Agama tersebut; telah mempelajari surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini; telah mendengar keterangan penggugat dan
tergugat serta para saksi dimuka siding.

Dikarenakan penggugat bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil),
majelis hakim telah memberi kesempatan pemohon untuk mengurus surat izin
perceraian dari atasan pemohon akan tetapi pemohon menyatakan siap
menanggung segala resiko yang telah dibuat sesuai surat keterangan
bertanggal 07 Agustus 2019, yang tedaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Jember Nomor 4072/Pdt.G/2019/PA.Jr, tanggal 07 Agustus 2019, dengan

dalil-dalil sebagai berikut:
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Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 11 oktober
2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Torjun Kabupaten
Samapang dengan akte Nikah Nomor 462/29/X/2004 tanggal 09 Oktober
2004 dengan status Penggugat perawan sedang tegugat jejaka.

Terkait adanya syarat tambahan secara administratif bahwa seorang
PNS harus mendapatkan izin dari instansinya ketika akan melakukan
perceraian penulis melakukan penelusuran ke bagian kepaniteraan Pengadilan
Agama Jember, dan mendapatkan keterangan sebagai berikut:

“Soal surat izin dari instansi untuk keperluan penggugat dalam
perkara nomor: 4072/Pdt.G/2019/PAJr, itu sudah masuk di
kepaniteraan. Awalnya memang belum dan sempat kami sampaikan
apa adanya beserta konsekuensinya apabila tidak dipenuhi. Namun
kemudian penggugat sudah bisa memenuhi itu. Bagaimanapun itu
aturan administratif yang mengikat penggugat secara administratif
mas, jadi kita sampaikan itu. Meskipun tanpa surat izin itu Pengadilan
tetap bisa melanjutkan pemeriksaan perkara kalau sudah bisa dinilai
memnuhi ketentuan hukum”.”

Terkait status penggugat yang seorang PNS Dberikut petikan
wawancara penulis dengan hakim PA Jember:

“Perkara Nomor 4072/Pdt.G/2019/PA.Jr pada mulanya penggugat
yang berstatus PNS memang belum melampirkan surat izin dari
atasannya, namun kemudian itu bisa dipenuhi. Sebenarnya pengadilan
dengan atau tanpa surat itu akan tetap melanjutkan persidangan,
karena ketentuan itu kan hanya mengikat secara administratif pihak
penggugat karena statusnya PNS, itu kan konsekuensinya nanti adalah
sanksi di institusinya bekerja, jadi tidak menjadi syarat formiil dalam
perkara perceraiannya, tidak berpengaruh secara langsung baik formiil

maupun materiil”. %

9 Mat Halil Panitera Pengadilan Agama, Wawancara, 1 Desember 2020.
8 |jmak PA Jember, Wawancara, 1 Desember 2020
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Hakim sendiri mutuskan perkara perceraian ini mempertimbangkan
bahwa dalam perceraian harus ada unsur mitsagan ghalidah untuk bisa
mencapai tujuan yang suci dan mulia dalam melalui rumah tangga bersama
sebagai pasangan suami istri, tetapi dalam keadaan yang rumit seperti itu
dimana dirasa sudah tidak bisa lagi di temukan kecocokan dan kebaikan
bersama bagi mereka yang hanya mana di keadaan tersebut selalu terjadi
pertengkaran dan perselisihan maka tujuan pernikahan yang seharusnya di
laksanakan dan sulit untuk bisa tercapai dimana di dalam Pasal 1 Undang-
Undang nomor 1 Tahun 1974 dimana tujuan pernikahan adalah untuk
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari pengertian
di atas dan dari sebab-sebab yang melatar belakangi keinginan pemohon
untuk mengajukan permohonan cerai di pengadilan maka jalan keluar terbaik
yang di pandang bisa di lakukan adalah dengan memisahkan pihak pemohon
dan termohon dari ikatan pernikahan karena mereka berdua sudah tidak bisa
di damaikan lagi, dan pemohon merasa telah jera dan menolak untuk
melanjutkan perkawinannya dengan termohon sehingga kemanfaatan yang
terbaik adalah dengan melakukan penyelesaian final yaitu perceraian bagi
kedua belah pihak.

kemudian Tergugat telah mengajukan pula duplik secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan Tergugat tidak keberatan
bercerai dengan Penggugat; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :
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a. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3509135703790004, atas
nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, Kabupaten Jember, tanggal 26 Juni 2018. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata telah sesuai, diberi tanda P.1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 462/29/X/2004, tanggal 09
Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata telah sesuai, diberi tanda P.2;

b. Saksi-saksi :

1.

Saksi kesatu : saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

Satpol PP, bertempat tinggal di JI. Srikoyo Atas 4 Lingk. Gusat

Baratan, Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember; Di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

a) Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat
bernama Siti Nurus Syamsiyah, dan Tergugat bernama
Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;

b) Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah
mereka tinggal dan hidup rukun bersama layaknya suami istri

selama 14 tahun, dan terakhir mengambil tempat kediaman
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9)
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bersama di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai 3 orang
anak, ketiga anak tersebut ikut Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang pada awalnya berjalan dengan baik, akan tetapi
sejak November 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran
karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan
perempuan lain yang bernama Sri, dan sekarang Tergugat telah
menikah dengan perempuan tersebut;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai hubungan
dengan perempuan lain, dan telah menikah, selain dari
penyampaian Penggugat juga saksi mendengar langsung
pengakuan Tergugat sendiri pada waktu dimediasi di kantor
saksi;

Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal, kurang lebih 8 bulan, Tergugat yang
pergi meninggalkan rumah Penggugat;

Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah Dinas Puslid Kopi
dan Kakao di Rambipuji, Jember, sedang Penggugat tinggal di

rumah Penggugat sendiri;
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Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, tetapi saksi mendengar dari keluhan Penggugat
kalau Tergugat selingkuh, dan tidak pernah memberi belanja
bahkan Tergugat setelah menikah dengan perempuan Sri
tersebut tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak-anak;
Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak
saling memedulikan lagi sebagai suami istri;

Bahwa saksi selaku teman kerja sekaligus atasan Penggugat
bersama pihak keluarga Penggugat sudah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina
rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi ke dua : saksi Il, umur 35 tahun, agama Islam, Di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a)

b)

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat
bernama Siti Nurus Syamsiyah, dan Tergugat bernama
Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah
mereka tinggal dan hidup rukun bersama layaknya suami istri
selama 14 tahun, dan terakhir mengambil tempat kediaman
bersama di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai 3 orang

anak, ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
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Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang pada awalnya berjalan dengan baik, akan tetapi
sejak November 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran
karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan
perempuan lain yang bernama Sri, dan sekarang Tergugat telah
menikah dengan perempuan tersebut;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai hubungan
dengan perempuan lain, dan telah menikah, selain dari
penyampaian Penggugat juga saksi mendengar langsung
pengakuan Tergugat sendiri pada waktu di mediasi di kantor
saksi;

Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal, kurang lebih 8 bulan, Tergugat yang
pergi meninggalkan rumah Penggugat;

Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah Dinas Puslid Kopi
dan Kakao di Rambipuji, Jember, sedang Penggugat tinggal di
rumah Penggugat sendiri;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, tetapi saksi mendengar dari keluhan Penggugat

kalau Tergugat selingkuh, dan tidak pernah memberi belanja
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bahkan Tergugat setelah menikah dengan perempuan Sri
tersebut tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak-anak;

i) Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak
saling memedulikan lagi sebagai suami istri;

j) Bahwa saksi selaku teman kerja Penggugat bersama pihak
keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi
tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Tergugat; Bahwa atas keterangan saksi-saksi
Penggugattersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

k) Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan
bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

) Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat telah pula mengajukan
kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan
bersedia bercerai dengan Penggugat;

m) Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Terkait pemeriksaan perkara nomor: 4072/Pdt.G/2019/PaJr penulis

mendapatkan keterangan dari panitera sebagai berikut:
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“Pemeriksaan perkara nomor: 4072/Pdt.G/2019/PalJr telah sesuai
dengan hukum acara perdata, kalau dilihat di fakta persidangan
penggugat dan tergugat juga sudah membuktikan bawa mereka suami
istri yang sah, menikah di Sampang. Kemudian soal alasan penggugat
melayangkan gugatan perceraian juga tidak ditampik oleh suaminya,
artinya suaminya juga bersedia untuk bercerai. Keterangan saksi juga
mendukung argumentasi dari kedua pihak untuk pisah. Ini kan sudah
bisa menjadi pijakan hakim dalam memutuskan, sebab sudah tidak
bisa lagi disatukan, di proses mediasi juga sudah”.8!

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
dalil pertimbangan hukum menimbang bahwa yang dimaksud dan tujuan
gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas; bahwa untuk
memenuhi ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis hakim telah berupaya
mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak
berhasil dan untuk memenuhi kebutuhan Pasal 4 aya (1) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur mediasi di pengadilan, telah
dilakukan mediasi dalam perkara ini namun berdasarkan laporan mediator
Akhmad Marjuki, S.H., usaha mediasi juga tidak berhasil; Menimbang bahwa
ternyata Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin
untuk melakukan perceraian dari atasannya (Pejabat yang berwenang), maka
sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pemeriksaan perkara ini dapat

dilanjutkan.

81 Mat Halil, Panitera PA, Wawancara, 1 Desember 2020
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Berdasarkan surat putusan PA Kabupaten Jember nomor:
4072/Pdt.G/2019/PA Jr, hakim memutuskan mengabulkan gugatan perceraian
penggugat, adapun pandangan hakim terkait putusan ini kami uraikan petikan
wawancara dengan hakim PA Raharjo sebagai berikut:

“Perkara nomor 4072/Pdt.G/2019/PA Jr itu kan memang perkara cerali
gugat yang kebetulan pihak istri sebagai pengugat berstatus ASN
sebagai satpol PP, tentu untuk melakukan perceraian harus ada izin
atasan, karena kan ASN terikat dengan PP Nomor 045 tahun 1990
kalau mau nikah atau bercerai, tidak cukup hanya didasarkan pada UU
Perkawinan saja, kebetulan pihak penggugat ini sudah mendapatkan
izin untuk pisah, dan fakta persidangannya memang sudah tidak bisa
lagi dipisahkan, bisa dilihat di surat putusan kan.. maka majelis hakim

tentu akan mengabulkan gugatannya. Karena memang sudah berpisah

dalam artian pisah rumah kurang lebih delapan bulan”.8?

Berdasarkan keterangan hakim di atas dapat dipahami bahwa
keputusan PA Kabupaten Jember mengabulkan gugatan perceraian yang
diajukan pihak penggugat yang kebetulan berstatus PNS adalah karena
penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena sudah kurang
lebih delapan bulan pisah rumah, sudah barang tentu nafkah lahir batin tidak
terpenuhi. Adapun izin perceraian dari dinas terkait sesuai PP No. 45 tahun
1990 tentang lzin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
juga sudah didapatkan oleh penggugat, hal ini dilakukan terkait status PNS
yang disandang oleh penggugat
5. Pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor:4072/Pdt.G/2019

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang menjadi dasar

sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses

82 Raharjo Hakim PA, Wawancara, 2 Desember 2020
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persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi,
keterangan para pihak dalam berperkara dan barang bukti.

Dalam hukum acara perdata untuk mempertimbangkan suatu putusan
dapat dilihat dari proses pembuktian dalam pemeriksaan perkaranya.
Pembuktian merupakan hal penting yang harus diperhatikan, sebab
pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah berdasarkan
pembuktian yang nyata yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di
hadapan siding pengadilan.

Pertimbangan hukum untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1)
dan ayat(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama
jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara
namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4
ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun
berdasarkan laporan mediator Akhmad Marjuki, S.H., usaha mediasi juga
tidak berhasil; Menimbang, bahwa ternyata Penggugat selaku Pegawai Negeri
Sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari
atasannya (pejabat yang berwenang), maka sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,
pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; bahwa Penggugat pada pokoknya
menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat

atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat
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dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak November 2018 yang lalu, disebabkan karena masalah
ekonomi dan Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan perempuan yang
bernama Sri, bahkan telah menikah sirri, akhirnya Tergugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat pisah tempat
tinggal dengan Tergugat sejak Desember 2018 hingga sekarang, dan selama
itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami
istri, serta Penggugat sudah sulit untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Dalam hal pembuktian di persidangan, sesuatu yang akan dibuktikan
harus mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa atas gugutan gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan
dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan menyatakan bahwa benar Tergugat
dengan Penggugat adalah suami istri, pernah hidup rukun, dan benar Tergugat
dengan Penggugat sering berselisin dan bertengkar karena Penggugat
mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan Sri dan telah menikah,
serta benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, karena
Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, bahwa Tergugat
menyatakan tidak ada masalah dengan gugatan cerai penggugat.

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah
benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

perselisinan dan pertengkaran secara terus menerus dan kedua belah pihak
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tidak dapat dirukunkan kembali; terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat
telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka satu, dua dan
tiga, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, sesuai Pasal 174 HIR,
meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya diakui oleh Tergugat,
namun karena perkara ini menyangkut bidang keluarga dan untuk
menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani untuk
membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi, yang telah
memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing; Menimbang,
bahwa bukti P.1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
Penggugat, bahwa Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di
Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Bukti
tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang
sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat yang
telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2004, tercatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Bukti

tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah
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memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang
sempurna dan mengikat;

Sedangkan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi
Penggugat tersebut, yang mengetahui tentang keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat dalam hal telah terjadinya percekcokan antara
Penggugat dengan Tergugat yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal,
karena saksi kesatu teman kerja sekaligus atasan Penggugat, dan saksi kedua
tersebut teman kerja Penggugat, serta ke dua saksi tersebut melihat langsung
keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah tempat tinggal

Tapi berbeda dengan perkara perceraian meskipun dalil pemohon
diakui oleh termohon, pemohon harus tetap mendatangkan alat bukti saksi
dalam persidangan. Jadi, kebenaran yang dicari menurut Hukum Acara
Perdata Islam tidak lain adalah kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran
materiil. Begitu pula dalam pembuktian di muka Peradilan Agama, sekalipun
secara formil menurut ketentuan HIR, Rbg serta lain sebagainya sudah
dianggap cukup terbukti, hakim tidak boleh memutus jika ia tidak yakin
bahwa hal itu benar secara materiil. Seperti yang disebutkan pada
pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 4072/Pdt.G/2019 Pa.Jr.
Berikut pernyataannya:

“Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon diakui

dan dibearkan oleh termohon, maka permohonan pemohon dianggap

sah dan benar, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan yang mana dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga
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kebenaran materiil sesuai pasal 163 HIR pemohon tetap dibebani
pembuktian.”.

Dalam hal memutus perkara permohonan cerai talak Nomor:
4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr hakim menggunakan dasar hukum Perundang-
undangan baik Hukum Acara Perdata dan HIR serta Hukum Islam dan
Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan dasar hukum sesuai
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
863/K/Pdt/1990. Berikut pernyataannnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan
mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak berarti dengan serta
merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah
memenuhi Pasal 174 HIR,. Karena perkara ini adalah perkara
perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personal
recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken
recht), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 863/K/Pdt/1990, tanggal 28
Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian
semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya
kesepakatan saja, karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan
besar (degrote langen) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis Hakim
memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi
keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak
Pasal 54,76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan
dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa
akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya misthagan ghalidhan (ikatan
yang kokoh/kuat).”

Adanya alat bukti saksi dalam persidangan perceraian tidak lain untuk
membuktikan ada atau tidaknya pernikahan tersebut. Karena perceraian
masuk ke dalam hukum Kkeluarga yaitu pernikahan. Karena tidak ada

perceraian tanpa adanya pernikahan. Hal ini senada dengan pendapat hakim
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Pengadilan Agama Kabupaten Jember Ibu Sri. Berikut Kkutipan
wawancaranya:

Mengenai perkara perdata atau perkara kebendaan alat bukti saksi
dirasa tidak wajib apabila dengan bukti tertulis sudah terbukti. Akan
tetapi jika dalam hal perkara perceraian wajib mendatangkan saksi
karena ini menyangkut hukum keluarga yaitu pernikahan yang
akadnya misthagan ghalidhan (ikatan yang kokoh/kuat).

Oleh karenanya hakim dalam kegiatan persidangan perkara nomor
4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr sebagimana mempertimbangkan bahwa berdasarkan
fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menarik suatu
kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit
untuk dirukunkan lagi.

Berikut petikan wawancara penulis dengan hakim PA Kab. Jember
terkait pertimbangan putusan perceraian PNS nomor 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr:

“Bahwa pada saat pendaftaran pertama PNS sudah melengkapi izin dari
atasan, sehingga praktis dalam menyelesaikan perkara tidak ada
kendala untuk menunda persidangan karna harus meminta izin
perceraian dari atasan. Tinggal memeriksa materi hukum apakah
benar terbukti atau tidak.
apabila PNS sudah mendapat izin dari atasan nya maka proses
persidangan akan dilanjutkan. Namun apabila masih ada yang belum
mendapat izin dari atasan maka akan ada dua kemungkinan yaitu
hakim akan memperpanjang persidangan tidak dalam waktu yang
lama atau mencukupkan tidak ada penundaan lagi. Lalu hakim akan
menunda sidang dan memberikan keterangan mengenai resiko yang
akan di hadapi oleh PNS sesuai dengan pasal 50 PP No 53 tahun 2010
mengenai disiplin  PNS. Karena PNS memiliki aturan disiplin
tersendiri mengenai perkawinan dan perceraian..

Berhubung pihak penggugat sudah memenuhi itu maka majelis hakim
tinggal melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan,
pertimbangan utama dikabulkannya gugatan ini lebih kepada
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pertimbangan bahwa pasangan ini sudah pisah rumah dan sudah tidak

bisa disatukan lagi, bahkan kan sudah melalui tahapan mediasi”.®®

Mengenai putusan Hakim di Pengadilan Agama Jember tentang
percerain PNS di atas bahwasanya perlu kita ketahui aturan tentang izin
perceraian bagi pegawai negeri sipil itu adalah aturan yang mengatur disiplin
pegawai negeri sipil dan bukan merupakan bagian hukum materiil
perkawinan yang wajib diterapkan oleh Hakim, ini hanya mengatur disiplin
pegawai negeri sipil. Kemudian bagi Hakim tentang peraturan izin perceraian
PNS itu tidaklah mengikat. Walaupun PNS sudah memiliki izin perceraian
dari atasannya maka Majelis Hakim tidaklah terikat untuk harus menceraikan
pegawai negeri sipil tersebut. Bahkan Majelis Hakim bisa saja menolak
perkara perceraian PNS walaupun dia sudah memiliki izin dari atasannya
apabila alasan perceraiannya tidak sesuai. Dan yang mengikat Hakim yaitu
apakah gugatan dan alasan-alasan perceraian itu sudah cukup dan sudah
terbukti. Jadi peraturan tentang izin perceraian dari atasan itu hanyalah
peraturan disiplin yang mengatur pegawai negeri sipil dan Hakim tidak
termasuk dalam peraturan tersebut.

“Jadi perlu kita ketahui bahwa peraturan izin perceraian dari atasan
tersebut bukan termasuk hukum materiil dan hukum formil karena
yang wajib diikuti oleh hakim adalah hukum acara dan tidak boleh lari
dari hukum acara yaitu terkait dengan Undang-undang Perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam dan yang lainnya. Jadi dalam perkara ini
majelis hakim memutuskan untuk megabullkan gugatan penggugat
karena memang pasangan ini sudah tidak bisa disatukan lagi, pihak
tergugat juga ternyata sudah menikah lagi. Jadi demi kemaslahatan

kedua pihak yang berperkara hakim memutuskan untuk menjatuhkan
talak, karena dipandang akan lebih maslahat kalau kedua pihak ini

8 Raharjo Hakim PA Jember, Wawancara, 2 Desember 2020.
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pisah, karena itu tadi, mereka sudah tidak bisa disatukan, tergugatnya

saja sudh nikah lagi”.8*

Itulah kenapa sebabnya Hakim dapat memutuskan perkara perceraian
PNS tanpa izin atasan karena aturan izin perceraian itu bukanlah peraturan
yang mengatur untuk Hakim. Asalkan perkara tersebut sudah terbukti dan
syarat nya sudah terpenuhi maka Hakim bisa memutuskan perkara tersebut.

6. Analisis Yuridis perkara dalam perspektif UU No. 16 Tahun 2019
Tetang Perkawinan dan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 vyang
merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah
untuk Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada
bawahannya dan menjadikan teladan, sebagai warga negara yang baik dalam
masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Latar
belakang adanya Peraturan Pemerintah ini juga menitik beratkan pada usaha
untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk melakukan
perkawinan dan perceraian.

Paradigma masyarakat yang memandang Pekerjaan PNS merupakan
perkerjaan yang dimuliakan dan dianggap suatu golongan khusus (priayi)
pada waktu itu, dan dianggap harus bisa memberikan contoh yang baik dan
membenarkan sebagai kalangan orang-orang yang dijamin kehidupannya oleh

negara. Setiap langkah dalam segi kehidupannya terikat dengan semua

8 |jmak Hakim PA Jember, Wawancara, 1 Desember 2020
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peraturan yang berujung kepada ketertiban, karena hidup dan keluarganya
pun dijamin oleh negara. Negara memberikan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
tunjangan kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia dengan memberikan
gaji yang dikatakan cukup bahkan lebih daripada orang biasa pada umumnya.
Gaji yang dimaksudkan digunakan untuk membangun keluarga yang sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan Undang Undang Perkawinan.
Jaminan kesejahteraan tersebut dibarengi dengan peraturan yang mengikat
pada pekerjaan PNS. Disiplin kerja serta memberikan contoh yang baik
termasuk dalam hal Perkawinan yang sakinah tanpa adanya pertengkaran
bahkan perceraian.

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pria melalui tahapan
administrasi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintan Nomer 45
Tahun 1990 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian PNS. PNS Pria yang
hendak melakukan perceraian wajib menerima izin dari pejabat lingkup
setempat bersertakan alasan alasan yang lengkap dan mendasari untuk
melaksankan perceraian.

Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila bertentangan
dengan ajaran/peraturan Agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan, bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan alasan-
alasan yang dikemukan untuk bercerai tersebut bertentangan dengan akal
sehat.

Pegawai Negeri Sipil sebelum dia melakukan perceraian dan bertekad

bulat untuk tetap bercerai, Pejabat diatas berusaha terlebih dahulu untuk
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merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil
mereka secara langsung untuk diberi nasehat agar sudi kiranya untuk
berdamai. Karena perceraian pada Pekerjaan PNS berdampak pada
pembagian Gaji atas dirinya sesuai dengan aturan disiplin kerja untuk
Pegawai.

Mengenai pertimbangan Hakim terhadap pembagian gaji pasca
perceraian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim mengesampingkan adanya
Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomer
45 Tahun 1990 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil. Hakim tetap pada aturan dasar Hukum Acara Peradilan Agama baik itu
Perceraian PNS maupun Perceraian orang biasa. PNS yang notabennya terikat
dengan Peraturan Pemerintah, seharusnya diadili berbeda dengan Perceraian
pada umumnya.

Majelis Hakim seharusnya juga wajib memberikan perlindungan
terhadap nafkah mantan istri dan anak Pegawai Negeri Sipil. Selayaknya pula
pasal Pembagian gaji PNS diterapkan pada tuntutan juga digunakan untuk
pertimbangan bahkan putusan Majelis Hakim. Adanya Peraturan Pemerintah
tentang PNS diharapkan untuk menertibkan golongan PNS yang dianggap
mulia agar tidak sembarangan dalam berbuat maka diatur dengan sedemikian
rupa agar menekan angka-angka perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Majelis Hakim selaku pemeriksa perkara perceraian seharusnya
memberikan putusan yang berkaitan dengan pembagian gaji perceraian PNS

agar terciptanya kolerasi antara putusan hakim dengan Peraturan Pemerintah
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tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Memang dibenarkan Majelis Hakim
taat dengan Hukum Acara Peradilan Agama, jika tentang hal pembagian
Nafkah Percerai PNS Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomer
11K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003 bahwa tentang pembagian gaji
perceraian PNS, bukan termasuk Hukum Acara Pengadilan Agama dan tidak
terdapat pembagian apapun pada putusan tersebut dan sama disesuaikan
dengan perceraian seperti pada umumnya, akan tetapi Hakim juga harus
mempertimbangkan adanya Peraturan Pemerintah Khusus PNS ini.

Hadirnya putusan Majelis Hakim dalam percerai PNS diyakini bisa
memberikan bantuan untuk pertimbangan pembagian gaji di tahap
selanjutnya perceraian PNS. Putusan yang sedemikian rupa juga bisa
memberikan jaminan terhadap nafkah anak maupun nafkah istri karena PNS
kehidupannya dijamin oleh Negara yang diharapkan sikap ketertiban pada diri
seorang Pegawai.

Majelis Hakim meskipun mempunyai kekuasaan untuk memutuskan
perkara sesuai dengan independensinya, diharapkan juga mempertimbangkan
bahwa perceraian PNS dengan orang biasa dibedakan karena PNS dianggap
sebagai golongan yang mampu mempunyai gaji otomatis dan hidupnya
dijamin oleh negara. Kepastian hukum dari putusan Majalesi Hakim harus
berbeda antara Perceraian PNS dengan perceraian pada umumnya.

Selayaknya Hakim juga memberikan pemaparan yang jelas Mengenai
benar tidaknya perbuatan Nusus Mantan Istri ketika berumah tangga pada

tahapan pemeriksaan perkara. Nususnya mantan istri juga digunakan untuk
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pertimbangan pembagian gaji pada pasal 8 PP No 45 tahun 1990 serta
berkaitan dengan Hak Asuh Anak sepaket dengan Nafkah Hadzonah.

Permasalahan pada Putusan Hakim ketika mengabulkan beberapa
tuntutan mantan istri, dikhawatirkan diartikan sebagai hilangnya nusus pada
tahapan administratif pembagaian gaji pasca perceraian PNS. Maka perlu
adanya Kolerasi antara putusan Hakim dengan Peraturan terkait dengan
Pegawai Negeri Sipil. Jika itu dikatakan setiap kasus mempunyai
karakteristik sendiri, mungkin Majelis hakim bisa memberikan Lampiran
khusus pada setiap Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Perlunya koordinasi antara Substansi penegak Hukum, karena
Peraturan Pemerintah mengharapkan Putusan Hakim untuk memberikan
besaran pertimbangan berlanjut untuk implementasi pembagian gaji pasca
perceraian Pegawai Negeri Sipil. Hakim merupakan badan untuk memeriksa
dan mengadili perkara perceraian. Karena PNS ada aturan tersendiri, dan
digaji oleh negara untuk keberlangsungan hidupnya, maka jaminan kepastian
hukum diperlukan untuk menentukan agar tidak terjadi ketetapan hukum
yang tidak satu dasar, terutama perceraian Pegawai Negeri Sipil.
Pembahasan Temuan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember
dengan data yang didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Pada bagian ini akan membahas mengenai keterkaitan data yang ditemukan di

lapangan dengan teori yang relevan. Pembahasan akan dirinci berdasarkan
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fokus penelitian yang sudah ditentukan. Terdapat beberapa temuan-temuan
yang telah dirangkum sebagai berikut :
1. Keputusan Hakim Atas Perkara Nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu Pada tingkat pertama dalam siding majelis hakim telah
menjatuhkan putusan perkara cerai gugat anatara; penggugat, umur 40
tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Satpol PP, sedangkan
tempat tinggal di jalan kabupaten Jember, sebagai penggugat; melawan
tegugat, umur 50 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
karyawan swasta, tempat tinggal di perum dinas Puslid Kopi dan kakao,
Desa, kabupaten Jember, sebagai tegugat; Pengadilan Agama tersebut;
telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; telah
mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi dimuka
siding.

Sedangkan hakim sendiri mutuskan perkara perceraian ini
mempertimbangkan bahwa dalam perceraian harus ada unsur mitsagan
ghalidah untuk bisa mencapai tujuan yang suci dan mulia dalam melalui
rumah tangga bersama sebagai pasangan suami istri, tetapi dalam
keadaan yang rumit seperti itu dimana dirasa sudah tidak bisa lagi di
temukan kecocokan dan kebaikan bersama bagi mereka yang hanya mana
di keadaan tersebut selalu terjadi pertengkaran dan perselisihnan maka
tujuan pernikahan yang seharusnya di laksanakan dan sulit untuk bisa

tercapai dimana di dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974
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dimana tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari pengertian di atas dan dari
sebabsebab yang melatar belakangi keinginan pemohon untuk
mengajukan permohonan cerai di pengadilan maka jalan keluar terbaik
yang di pandang bisa di lakukan adalah dengan memisahkan pihak
pemohon dan termohon dari ikatan pernikahan karena mereka berdua
sudah tidak bisa di damaikan lagi, dan pemohon merasa telah jera dan
menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan termohon sehingga
kemanfaatan yang terbaik adalah dengan melakukan penyelesaian final
yaitu perceraian bagi kedua belah pihak.

Begitu juga dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan
Agama Jember Nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr, Pemohon menyerahkan
perkaranya kepada Pengadilan Agama Jember karena secara kompetensi
absolute telah sesuai dengan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 pasal 1 angka 37 pasal 49 huruf (a) dan
penjelasannya angka (8) dikarenakan pemohon melakukan perkawinan
berdasarkan hukum islam, sedangkan memilih Pengadilan Agama yang
terletak di Jember dikarenakan secara relatif pemohon menyatakan
tempat tinggal termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama
Jember dan hal ini pun sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo pasal 118 HIR perkara

a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember.
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Oleh karena itulah dengan mempertimbangkan norma hukum yang
berlaku serta hukum syara’, disamping juga mempertimbangkan fakta
persidangan sebagaimana penulis uraikan, dalam perkara nomor
4072/Pdt.G/2019Pa.Jr, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan
penggugat serta menjatuhkan talak ba’in sughra tergugat terhadap
penggugat.

Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr.

Dalam hukum acara perdata untuk mempertimbangkan suatu
putusan dapat dilihat dari proses pembuktian dalam pemeriksaan
perkaranya. Pembuktian merupakan hal penting yang harus diperhatikan,
sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah
berdasarkan pembuktian yang nyata yang diajukan oleh para pihak yang
berperkara di hadapan siding pengadilan. Berikut penulis paparkan
temuan terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor:
4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr baik secara hukum formiil dan materiil maupun
secara kemaslahatan yang ingin dicapai:

a. Pertimbangan Formiil

Pertimbangan hukum untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1)
dan ayat(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak
berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
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2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi
dalam perkara ini namun berdasarkan laporan mediator Akhmad Marjuki,
S.H., usaha mediasi juga tidak berhasil; Menimbang, bahwa ternyata
Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin
untuk melakukan perceraian dari atasannya (pejabat yang berwenang),
maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pemeriksaan perkara ini dapat
dilanjutkan; bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis
hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas diri Penggugat
dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaran sejak
November 2018 yang lalu, disebabkan karena masalah ekonomi dan
Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama
Sri, bahkan telah menikah sirri, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat pisah tempat tinggal
dengan Tergugat sejak Desember 2018 hingga sekarang, dan selama itu
Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami
istri, serta Penggugat sudah sulit untuk kembali rukun dengan Tergugat;
Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi, yang telah
memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing; Menimbang,
bahwa bukti P.1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai

cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
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mengenai Penggugat, bahwa Penggugat adalah penduduk dan bertempat
tinggal di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten
Jember. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai
kekuatan yang sempurna.

Dalam memberikan sebuah putusan maka Hakim memiliki asas-
asas putusan yakni harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus
diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut dalam
pasal 178 HIR/189 RBG dan pasal 50 UU No. 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus berdasarkan
pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi
ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup
pertimbangan atau onvoldoende gemotuveerd. Alasan yang dijadikan
pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-
undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.®
2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan
Asas kedua yang digariskan oleh pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal
189 ayat (2) RBG dan pasal 50 RV adalah putusan harus secara total
dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang

diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dan

8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), H. 798
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mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian

bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan
pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut ultra petitum
partium. Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan
cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik
(good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public
interest). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang
di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal)

meskipun dilakukan dengan itikad baik.%

4) Diucapkan di Muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan
yng terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu
bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair
trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur
sejak awal sampai akhir. Prinsip pengadilan terbuka untuk umum
mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu
tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara

perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan

8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), H. 901
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tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum.

Oleh karena itu posisi hakim sebagai aktor utama lembaga
peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan
yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya hakim dibatasi oleh segala
peraturan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung selaku pengawas
dalam ruang lingkup Hakim, dan apabila dalam pelaksanaan proses
peradilan terdapat kesalahan ataupun unsur kesengajaan dalam
menjatuhkan putusan, maka hakim dapat dikenakan sanksi administratif
maupun sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku, hal ini
tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Kekuasaan
Kehakiman (Selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 29
ayat (6). Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau
bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu
dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya
kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui
putusan pengadilan yang selalu diucapkan “Demi Keadilan Berdasarkan
Tuhan Yang Maha FEsa”. Hal ini  menegaskan bahwa
kewajibanmenegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan
pada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengenai putusan Hakim di Pengadilan Jember tentang percerain
PNS nomor 4072/Pdt.G/2019.Pa.Jr perlu kita ketahui aturan tentang izin

perceraian bagi pegawai negeri sipil itu adalah aturan yang mengatur
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disiplin pegawai negeri sipil dan bukan merupakan bagian hukum
materiil perkawinan yang wajib diterapkan oleh Hakim, ini hanya
mengatur disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian bagi Hakim tentang
peraturan izin perceraian PNS itu tidaklah mengikat. Walaupun PNS
sudah memiliki izin perceraian dari atasannya maka Majelis Hakim
tidaklah terikat untuk harus menceraikan pegawai negeri sipil tersebut.
Bahkan Majelis Hakim bisa saja menolak perkara perceraian PNS
walaupun dia sudah memiliki izin dari atasannya apabila alasan
perceraiannya tidak sesuai. Dan yang mengikat Hakim yaitu apakah
gugatan dan alasan-alasan perceraian itu sudah cukup dan sudah terbukti.
Jadi peraturan tentang izin perceraian dari atasan itu hanyalah peraturan
disiplin yang mengatur pegawai negeri sipil dan Hakim tidak termasuk
dalam peraturan tersebut.

Jadi perlu kita ketahui bahwa peraturan izin perceraian dari atasan
tersebut bukan termasuk hukum materiil dan hukum formil karena yang
wajib diikuti oleh hakim adalah hukum acara dan tidak boleh lari dari
hukum acara yaitu terkait dengan Undang-undang Perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam dan yang lainnya. &’

ltulah kenapa sebabnya Hakim dapat memutuskan perkara
perceraian PNS tanpa izin atasan karena aturan izin perceraian itu

bukanlah peraturan yang mengatur untuk Hakim. Asalkan perkara

8 Anwar, Wawancara, 12 November 2019.
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tersebut sudah terbukti dan syarat nya sudah terpenuhi maka Hakim bisa
memutuskan perkara tersebut.

Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti
bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan
sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan
kembali, yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat
alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9
Tahun 1975, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
b. Pertimbangan Materiil

Berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat
Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019
sebagai pengganti UU No. 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan,
dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat
dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah
tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling
melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan
untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua
belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama
dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu
alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat.
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Secara materiil putusan hakim dalam perkara nomor
4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr ini telah memenuhi ketentuan hukum yang
berlaku. Dalam pandangan hakim Pengadilan Agama Jember yang
menyidangkan perkara ini, adanya perselisihan secara terus menerus
yang terjadi diantara penggugat dan tergugat hingga menyebabkan
pisah rumah sudah dapat dijadikan alasan yang kuat putusan
perceraian hali ini sesuai dengan ketentuan dalam PP no. 09 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, bahwa salah satu alasan perceraian adalah:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga”.®
Ketentuan serupa juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

pasal 116 huruf (f) sebagai berikut:

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga”.8°

Secara materiil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
nomor 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr telah sesuai dengan hukum yang
berlaku. Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan kedua
pihak yang berperkara sudah tidak dapat disatukan kembali,
mengingat latar belakang konflik yang sudah demikian akut hingga

mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih delapan tahun.

8 Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan

8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f)



122

c. Pertimbangan Kemaslahatan Kedua Pihak

Dalam pandangan hakim Penggugat dengan Tergugat selaku
pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan
Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan
rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua belah pihak
berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma
hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk
menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat. Berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam
Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 1 Tahun
1974 Tetang Perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah. Allah SWT berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21:

5 Jaa s el 1 80551 Rl e 0 58 O i G

&,

u})ﬁeﬂuhy& J‘_éu\ M;chd_}q
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Apabila hubungan suami istri pernikahan tidak bisa
dipertahankan karena adanya sebab-sebab yang menjadi alasan, maka
mencari solusi atau jalan keluar, dan membiarkan kepada kedua belah
pihak tidak boleh memutuskan pernikahan mereka padahal sudah

nyata pernikahan mereka tidak dapat dipersatukan lagi apabila
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menemuakan jalan keluar yang terbaik yang dimaksud adalah

perceraian.®® Allah SWT berfirman dalam surat al-Bagarah 227:
e fasis B 048 330 15352 )5
“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
Sebagaimana putusnya ikatan Pernikahan antara suami istri
karena kehendak suami istri di sebabkan sebab-sebab yang tertuang
dalam Undang-undangan yang disebut dalam perceraian. Oleh karena
pelanggar hak dan kewajiban antaraa suami istri atau karena
masalah-masalah lain yang menjadi putusnya pernikahan, memang
perceraian merupakan hal yang tidak terpuji tapi kalau dalam
keadaan mereka sudah tidak mempunyai solusi menyelesaikan
permasalahan jalan keluar yang bisa menyatukan kemabali dalam
hubungan pernikahan, maka kembali atau dalam pernikahan mereka
terjandi jalan buntu dalam penyelesaian masalah jalan terakhir yaitu
melakukan perceraian seperti yang tertuang pada UU No. 16 Tahun
2019 sebagai pengganti UU No. 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan
dimana yang di maksut pernikahan dalam ikatan lahir dan batin antara
suami istri sebaik mengupayakan untuk membentuk dan
menghubungkan keluarga antara suami istri sebagai dalam agama di
harapkan dari hubungan perkawinan mampu membawa keluarga

menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat.

% Soetojo Prawirohamidjojo, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Belanda
(Surabaya: Airlangga University Press 1996),hIm.30.
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3. Analisis Yuridis perkara dalam perspektif UU No. 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan dan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Dalam pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti
UU No. 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan khususnya bagai bagi warga
Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka oleh
pemerintah pada tanggal 21 April 1983 telah di undangkan dalam
peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang lIzin perkawinan dan
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selanjutnya dalam konsidenrans Peraturan Pemrintah Nomor 45
Tahun 1990 disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib
memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dan menjadi teladan
sebagai warga Negara yang baik dalam bermasyarakat temasuk dalam
menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Sedangkan pada pemaparan
pada umumnya yang sudah dijelaskan dalam peraturan pemerintah
tersebut, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparat
Negara, Abdi Negara dan Abdi masyarakat yang harus menjadi suri
teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laki, tindakan dan
ketaatan kepada peraturan perundang-undangan sebagai mana yang
berlaku untuk dapat dilaksnakan kewajiban. Untuk dapat melakasanakan

kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil
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(PNS) dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh
masalah-masalah keluarga.*
Berikut penulis paparkan analisis yuridis perkara perceraian PNS
di Pengadilan Agama Jember nomor 4072/Pdt.G/2019 Pa.Jr, baik analisis
putusannya maupun pertimbangan hakim dalam memutuskannya:
a. Analisis Putusan Perkara Nomor: 4072/Pdt.G/2019 Pa.Jr
Selanjutnya mengenai analisis putusan hakim yang
mengabulkan gugatan penggugat, melihat dari fakta persidangan
alasan-alasan yang diajukan ke muka pengadilan sudah dapat
dikatakan patut untuk menjadi dasar sebuah perceraian. Sebagaimana
penulis paparkan bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian ini
adalah karena pihak tergugat telah pisah ranjang kurang lebih delapan
bulan, dan selama itu sudah tidak pernah memberi nafkah baik lahir
maupun batin. Di samping itu fakta persidangan juga membuktikan
bahwa pihak tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL)
sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan pernikahan antara pihak
penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan.
Keputusan hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat
dalam perkara nomor 4072/Pdt.G/2019 Pa.Jr menurut hemat penulis
telah tepat, sebab dengan melihat fakta persidangan bahwa penggugat

dan tergugat sudah tidak bisa disatukan telah dapat dianggap cukup

°1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) Presiden Republik
lIndonesia No 45 Tahun 1990 tentang izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil
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sebagai alasan perceraian. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No.
01 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa

antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai

suami isteri”.%

Ketentuan dalam pasal ini juga dijelaskan dalam PP No. 9
Tahun 1975 sebagaimana berikut:
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga”.%®

Dari ulasan ini dapat dipahami bahwa dalam perkara
4072/Pdt.G/2019 Pa.Jr alasan yuridis hakim mengabulkan gugatan
penggugat adalah dikarenakan terjadinya perselisihan yang tidak dapat
dipersatukan lagi, hal ini didukung oleh fakta persidangan bahwa
antara penggugat dan tergugat terbukti telah pisah ranjang selama
kurang lebih delapan bulan. Adapun status PNS yang disandang oleh
penggugat tidak dapat menjadi alasan untuk menghambat proses
persidangan, apalagi dalam perkara ini penggugat telah dapat
mengajukan bukti bahwa sudah mendapat izin bercerai dari
instansinya, dalam artian penggugat juga tidak menyalahi PP No. 45

Tahun 1990.

92 pasal 39 ayat 2 UU No. 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan

% pasal 19 huruf (f) PP No. 09 tahun 1975. Dalam Kompilasi Hukum Islam alasan yang
disampaikan penggugat dalam perkara perceraian ini juga dapat dijadikan cukup alasan, dalam
KHI pasal 116 huruf (f) disebutkan bahwa: “antara suami dan istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
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b. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:
4072/Pdt.G/2019 Pa.Jr

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting
dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang
mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian
hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak
yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi
dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak
teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi
Mahkamah Agung.®*

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan
tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.
Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu
peristiva/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna
mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat
menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan

% Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), h. 140
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kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para
pihak.%®

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang
tidak memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun
2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena
dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar.
Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan
dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 tahun 2009
Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili, menurut hukum dengan tidak
membeda-bedakan orang”.%

Berdasarkan PP NO 45 tahun 1990 seharusnya PNS yang
bercerai harus mendapatkan izin cerai terlebih dahulu dari atasan baru
bisa bercerai. Apabila PNS tersebut bercerai tanpa izin atasan maka
PNS akan mendapatkan sanksi disiplin PNS terkait dengan izin
perkawinan dan perceraian PNS.

Perceraian PNS tanpa izin atasan yang diputus Hakim
sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan PP NO 45 Tahun 1990.
Namun perceraian tersebut tetap bisa diputus Hakim berdasarkan
pertimbangan dari PNS itu sendiri sebelum mau melanjutkan perkara
perceraian. Apakah si PNS mau melanjutkan perceraiannya ataukah
tidak, jika PNS mau melanjutkan perceraiannya maka harus menerima

resiko yang akan didapatkan nya. Apabila PNS bersedia menerima

% Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), h. 141
% Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 95
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resiko yang akan didapatkannya karena bercerai tanpa izin atasan
maka proses peradilan akan dilanjutkan dengan catatan persyaratan
yang dibutuhkan pengadilan untuk bercerai telah lengkap.

Dengan demikian sudah jelas putusan dari Hakim mengenai
perceraian PNS tanpa izin atasan tersebut. Karena perkara perceraian
tersebut sudah memenuhi syarat syarat formil dan materil dan juga
sudah terbukti kebenaran nya. Maka dari itu Hakim memutuskan
perkara dan mengabulkan gugatan dari penggugat. Walau sebenarnya
penggugat tidak mendapat izin dari atasannya untuk bercerai, namun
aturan itu hanyalah aturan yang mengatur PNS saja dan Hakim tidak
termasuk di dalamnya hanya mengikat PNS yang berperkara saja.
Putusan Hakim tersebut tidak sesuai dengan PP No 45 Tahun 1990
namun Hakim tetap bisa memutuskan perkaranya karena PP No 45
Tahun 1990 bukan peraturan yang mengikat Hakim dan harus ditaati
sebelum memutuskan perkara. Peraturan yang termuat didalam PP No
45 Tahun 1990 merupakan peraturan yang hanya mengikat PNS yang
berperkara saja.

Dalam perkara nomor 4072/Pdt.G/2019 Pa.Jr, berdasarkan
fakta persidangan terungkap bahwa pihak penggugat yang berstatus
PNS (dalam hal ini anggota satpol PP) telah mendapatkan izin untuk
melakukan perceraian. Dalam artian keputusan hakim untuk
mengabulkan gugatan penggugat tidak bertentangan dengan PP No.

45 Tahun 1990. Bahkan andaipun penggugat yang bestatus PNS tidak
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mendapat izin bercerai dari instansi yang menaungi, hal itu tidak dapat
menghalangi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, karena
PP No. 45 tahun 1990 ini hanya mengikat secara administratif pada
status ke-PNS-an penggugat, bukan termasuk sumber hukum baik
materiil maupun formil persidangan perkara perceraiannya.

Secara lebih sederhana, terkait pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara nomor: 4072/Pdt.G/2019 Pa.Jr penulis paparkan
sebagai berikut:

1) Pertimbangan formiil

Pertimbangan formiil hakim dalam memutuskan perkara
perceraian PNS nomor: 4072/Pdt.G/2019 Pa.Jr adalah bahwa kedua
pihak sudah diupayakan melakukan mediasi dengan mediator
Akhmad Marjuki, S.H., sesuai PERMA No. 2 Tahun 2003 namun
gagal mencapai titik temu. Terkait status PNS yang disandang oleh
pihak penggugat, juga tidak dapat menjadi ganjalan proses
persidangan karena penggugat telah mendapatkan izin bercerai
sesuai dengan PP No. 45 tahun 1990.

Kemudian secara formiil terhadap dalil-dalil Penggugat,
Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan
sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, sesuai Pasal 174
HIR; pengakuan ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi
yang dihadirkan di persidangan, yang keterangannya menegaskan

pokok gugatan penggugat.
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2) Pertimbangan Materiil

Pertimbangan materiil hakim dalam memutuskan perkara
perceraian PNS nomor: 4072/Pdt.G/2019 Pa.Jr adalah berdasarkan
fakta persidangan yang membuktikan bahwa kedua pihak telah
sering terlibat pertikaian mulai urusan nafkah hingga puncaknya
hadirnya orang ketiga (WIL) menjadi dasar pandangan hakim
untuk menilai bahwa hubungan kedua pihak sudah tidak dapat
dipertahankan.

Pandangan ini juga didasarkan pada fakta persidangan
didukung keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kedua
pihak sudah kurang lebih delapan bulan tidak tinggal serumah.
Disamping keterangan saksi, pihak suami sebagai tergugat juga
memberikan pengakuan atas dalil gugatan, sehingga hal ini sudah
dapat dianggap bukti yang cukup.®’

Fakta ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.
16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 1 Tahun 1974 Tetang
Perkawinan bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa

antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

isteri”.%

Ketentuan dalam pasal ini juga dijelaskan dalam PP No. 9

Tahun 1975 sebagaimana berikut:

% Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti
sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang
menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan

% Pasal 39 ayat 2 UU No. 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan
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“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga”.%°

3) Pertimbangan Kemaslahatan Kedua Pihak

Dalam pandangan hakim Penggugat dengan Tergugat selaku
pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap
saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan
bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk
meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua
belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma
agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah
satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat.

% pasal 19 huruf (f) PP No. 09 tahun 1975. Dalam Kompilasi Hukum Islam alasan yang
disampaikan penggugat dalam perkara perceraian ini juga dapat dijadikan cukup alasan, dalam
KHI pasal 116 huruf (f) disebutkan bahwa: “antara suami dan istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.



BAB V
PENUTUP

H. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, berikut penulisa memberikan

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Dalam perkara Nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr. majelis hakim dengan
Ketua Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.,M.H dan anggota H. Raharjo, S.H.,
M.Hum. dan Drs. Anwar,S.H.,M.H.ES. setelah melakukan pemeriksaan
dan pembuktian dalam persidangan majelis hakim memutuskan
mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan talak
satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
Pertimbangan  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  Nomor:
4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr. adalah: Pertimbangan formill hakim adalah
bahwa kedua pihak telah gagal dimediasi, kemudian tergugat juga
membenarkan seluruh dalil gugatan yakni tidak pernah memberi nafkah
dan adanya orang ketiga. Pertimbangan materiil hakim adalah bahwa
kedua pihak sering terlibat perselisihan puncaknya mereka pisah rumah.
Pertimbangan kemaslahatan hakim adalah untuk menhindari pelanggaran
norma agama dan norma hukum, maka perceraian dipandang sebagai
solusi penyelesaian sengketa antara keduanya.

Analisis  yuridis  putusan  hakim  dalam  perkara  nomor:
4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr, adalah:

a. Analisis Putusan
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Putusan hakim secara formill dan materiil sudah sesuai dengan
ketentuan hukum pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,
PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun status
Penggugat sebagai PNS yang bersangkutan telah mendapat izin
bercerai sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1990.
b. Analisis Pertimbangan Hakim
Secara formiil hakim mempertimbangkan bahwa kedua pihak gagal
dimediasi sesuai PERMA No. 2 Tahun 2003, kemudian pengakuan
tergugat atas dalil gugatan juga merupakan bukti dan dasar pijakan
putusan sesuai Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata. Secara
materiil pertimbangan bahwa kedua pihak sering terlibat perselisihan
sehingga berujung pisah rumah, sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP
No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf
(f). Adapun pertimbangan kemaslahatan yang digunakan hakim
adalah bahwa kedua pihak sudah tidak bisa lagi disatukan dalam
jalinan suami istri dan perpisahan merupakan solusi yang lebih
maslahat sebagaimana keterangan dalam surat al-Bagarah : 227.
I.  Saran-saran
Berdasarkan simpulan penelitian diatas, penulis perlu memberikan
saran objektif kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema

penelitian ini, dalam hal ini adalah:
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Aparat hukum yang berwenang untuk lebih meningkatkan bimbingan dan
arahan terkait pemahaman regulasi dalam PP No. 45 tahun 1990 tentang
izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sebab masih banyak yang
salah paham dan menganggap bahwa izin dari institusi adalah syarat
formiil bagi warga negara berstatus PNS ketika akan mengajukan
gugatan perceraian.

Bagi pasangan yang berstatus PNS, untuk lebih memahami dan
mematuhi regulasi dalam PP No. 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang
izin perkawinan dan perceraian PNS, sehingga tidak menjadi kendala
secara administratif dalam melangsungkan perkawinan atau bahkan
mungkin jika harus melakukan perceraian.

Bagi masyarakat umum, untuk berperan aktif dalam memberikan
masukan dan arahan sebagai bentuk kontrol sosial, sehingga dengan
kontrol yang dilakukan diharapkan menjadi upaya progresif dalam
memberikan pemahaman terkait perceraian.

Bagi para akademisi terutama hukum keluarga Islam untuk melakukan
penelitian dan kajian yang lebih mendalam terkait fakta sosial hukum
yang terjadi di masyarakat, terutama terkait perceraian yang dilakukan

oleh pasangan berstatus PNS.



136

DAFTAR PUSTAKA
Buku

Abdul Qadir, Audah. 1984. Islam Dan Perundang-Undangan. Jakarta: Pt.Bulan
Bintang.

Abdurrahman. 2015. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bekasi: CV.
Akademika Pressindo.

Abu Dawud Sulaiman bin Asy-‘Asy al-Sajistani, 1994. Sunan Abi Dawud, Jilid II,
Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘.

Aidh Bin Abdullah Al-Qarni.2007. Membina Rumah Tangga Bahagia. Bandung:
Sinar Baru Algesindo.

Andi Hamzah.1996. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta.

Anshari Umar Sitanggal. 1987. Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga,
Surabaya: PT.Bina IImu, Cet.Pertama.

Anshari, Abu Asma. 1993. Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia.
Jakarta: Pustaka Panji Mas.

Arikanto, Suharsini 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: Renika Cipta.

Audah, Abdul Qadir. 1984. Islam Dan Perundang-Undangan. Jakarta: Pt.Bulan
Bintang.

Aulia, Nuansa. 2008. Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV
Nuansa Aulia.

Azhar, Ahmad. 2000. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Ul-Press.
Bakry, Nazar. 1994. Fikih dan Usul Figh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Basiqg Djalil. 2006. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Djamil Latif. 1985. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Ghalia: Indonesia.
Ghazali, Abdul Rahman. 2003. Figih Munakahat. Jakarta: Prenada Media.

Harahap, Yahya. 1989. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,
(UU No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Pustaka Kartini.



137

Hutami A, Siti. 1991. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Media Aksara.

Imam Abu Daud. 2005. Aun al-Ma “bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, Pentashih
Muhamad Nashiruddin Al-Albani. Jakarta: Pustaka Azzam.

Jaih Mubarok. 2004. Peradilan Agama di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani
Quraisy.

Junaedi, Dedi. 2003. Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah
Menurut Al Qur’an Dan As Sunnah). Jakarta: Akademika Pressindo, Cet.
I"I.

Kamal Mukhtar. 1993. Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Yogyakarta:
Bulan Bintang

Kementrian Agama RI. 2016. Al-Qur’an dan Terjemah. Juz 1-30. Jakarta: CV.
Almahira.

M. Ali al-Sabuni. 2001. Rawa "I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam. Beirut: Dar al-
Fikr.

M. Yahya Harahap.2005. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, Abdul. 2006. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.

Moloeng, Lexy J. 2017. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: remaja
Rosdakarya.

Mukti Arto.2 004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet
V.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif
Dan Empiris. Yogjakarta: pustaka pajar.

Ramdani, Wahyu. 2011. Administrasi Islam di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani
Quraisy.

Ramulyo, Idris. 2004. Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang
Nomorl Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam). Jakarta : Bumi
Aksara. Cet. V.

Rosadi Ruslan. 2008. Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi. Jakarta:
Grafindo Persada.



138

Saebani, Beni Ahmad. 2008. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-
Undang. Surakarta: Pustaka Setia, Cet. 1.

Saifuddin Azwar. 1998. Metodelogi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sayuti, Thalib. 1986. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Ul Press, Cet. 5.
Sayyid Sabig. 2011. Figih Sunah. Jakarta: Pena Publising.

Sitanggal, Anshari Umar. 1987. Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga,
Cet. Pertama. Surabaya: PT. Bina lImu.

Soetojo Prawirohamidjojo. 1996. Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di
Indonesia Belanda Surabaya: Airlangga University Press.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D.

Suma, Muhammad Amin. 2004. Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan
Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.

Suwandi, Basrowi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.

Syaifuddin dkk., Muhammad. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figih
Munakahat dan UU Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun. 2018. Pedoman Penulisan Karya IImiah. Jember: I1AIN Jember
Press.

Yahya, Harahap. 1989. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,
(UU No. 7 Tahun 1989). Jakarta: Pustaka Kartini.

Undang-undang

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan

PP No. 45 Tahun 1990 Tentang lzin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai
Negeri Sipil



139

Skripsi

Al-Thofina, Muhammad Izzi Naufal. 2018. Analisis Yuridis Terhadap Perceraian
Pegawai Negeri Sipil Tanpa lzin Atasan Studi Putusan Nomor:
3957/Pdt.G/2016/Pa.Sda . Skripsi UINSA Surabaya.

Ma’ruf, Amar. 2013. Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS
dan Pejabat (Studi PP No,10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No.
45 Tahun 1990”. Tesis UIN Sunan Kalijaga.

Rozaq, Arif Miftakhur. 2016. Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama
Blora Nomor 258/pdt. G/2015/pa.bla. Tentang Batasan Pemberian 1/3
Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa Iddax”.
Skripsi UIN Walisongo Semarang.

Website

http://eduside.blogspot.co.id/2013/10/jenis-perceraian-atau-talakdalam-sudut.htm.
diakses 7 Desember 2020.

http://pa-jember.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa jember,diakses pada
10 juli 2020.



http://eduside.blogspot.co.id/2013/10/jenis-perceraian-atau-talakdalam-sudut.htm
http://pa-jember.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa

- 820161048

Hukum Keluarga
S-1



MATRIK PENELITIAN

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data I\F/)I:;c]c;tljigilggl Fokus Penelitian
Analisis Perkara . Keputusan a.Perceraian Pengertian 1 Wawancara 1. Pendekatan 1. Bagaimana
(Nomor: hakim terhadap | Pegawai Negeri Perceraian/talaq a. Kepala PA Penelitian keputusan hakim
4072/PDT.G/2019 perkara Sipil Nomor: Prosedur dan Jember Kualitatif terhadap perkara
Pa.Jr) Tentang Nomor: 4072/PDT.G/20 peraturan b.Hakim PA 2. Jenis Penelitian : Nomor:
Perceraian 4072/PDT.G/2 19 Pa.Jr Pendaftaran Jember Penelitian file 4072/PDT.G/201
Pegawai Negeri 019 Pa.Jr b.UU No.1 Tahun Perceraian di c. Panitera research 9 Pa.Jr tentang
Sipil Di 1974 Pengadilan d.Bagian 3. Lokasi Penelitian: Perceraian
pengadilan . Pertimbangan Agama Administrasi Pengadilan Pegawai Negeri
Agama Jember Hakim atas c.PP Nomor 45 . Alasan PA Jember Agama Jember Sipil di
Prespektif UU putusan Tahun 1990 Perceraian 4. Sumber Data Pengadilan
No.1 Tahun 1974 Perceraian Pegawai Negeri | 2. Dokumenter 5. Teknik Agama Jember?
dan PP Nomor 45 Pegawai Sipil 3. Kepustakaan pengumpulan data| 2. Bagaimana
Tahun 1990 Negeri Sipil Prosedur : pertimbangan

Nomor: Perceraian a. Observasi hukum hakim
4072/PDT.G/2 Pegawai Negeri b. Wawancara terhadap perkara
019 Pa.Jr Sipil c. Dokumenter Nomor:
Putusan perkara 6. Metode analisis 4072/PDT.G/201
. Analisis Nomor: a. Pengumpulan 9 Pa.Jr tentang
Yuridis 4072/PDT.G/20 data Perceraian
perkara dalam 19 Pa.Jr b. Kondensasi Pegawai Negeri
prespektif UU Analisis yuridis data Sipil di
No.1 Tahun dalam UU No.1 c. Penarikan Pengadilan
1974 dan PP Tahun 1974 dan kesimpulan Agama Jember?
Nomor 45 PP Nomor 45 7. Keabsahan data Bagaimana
Tahun 1990 Tahun 1990 menggunakan Analisis Yuridis
triangulasi perkara dalam
sumber, waktu perspektif UU
dan teknik. No.1 Tahun 1974

dan PP Nomor 45
Tahun 1990




140

Lampiran 1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

STRUKTURIORGANISASHRENGADINANIAGRMAYEMBER!

WAKIL KETUA

PANITERA SEKRETARIS

M. Tautik Risho. SHI
‘Anisa Amalia, .81
Maya Masita K. A.Md




141

Lampiran 2
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
I FAKULTAS SYARIAH

JI. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
IAIN JEMBER Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com
Nomor : B-1626/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2020 26 Nopember 2020
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program
Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan
izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Afifah

NIM : 520161048
Semester 11X

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi  : Analisis Perkara (Nomor: 4072/Pdt.g/2019/Pa.Jr) Tentang
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Lampiran 8

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara perceraian
PNS?

2. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyidangkan perkara
perceraian PNS nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr?

3. Apa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan
perkara nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr?

4. Terkait adanya PP No. 45 Tahun 1990, bagaimana implementasinya dalam
menyidangkan perkara nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr?

5. Adakah korelasi antara UU No. 01 Tahun 1974 beserta PP No. 09 Tahun
1975 dan KHI sebagai dasar hukum yang digunakan dalam perkara
perceraian di PA, dengan PP No. 45 Tahun 1990 sebagai ketentuan yang
mengikat PNS dalam melakukan perceraian?

6. Apakah PP No. 45 Tahun 1990 termasuk dasar hukum atau syarat formiil
dalam memutuskan perkara perceraian PNS?

7. Dalam perkara nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr penggugat yang berstatus
PNS sudah mendapat izin bercerai sesuai amanat PP No. 45 Tahun 1990,
apabila belum mendapat izin apakah Pengadilan Agama tetap akan
memutuskan perceraiannya apabila alasan-alasan dilakukannya perceraian

sudah memenuhi?
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